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KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan

Hidayah-Nya sehingga saat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perindungan Anak Kota Pekalongan dapat menyelesaikan Dokumen Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Pekalongan Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2025-2029
ini merupakan dokumen perencanaan Daerah yang disusun dengan berpedoman
pada RPJMD untuk periode 5 (lima} tahun.

Renstra ini merupakan penjabaran tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
program Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Pekalongan yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.
Secara umum dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 disusun dalam 5 (lima) bab.
Bab | membahas tentang Pendahuluan, Bab || membahas tentang Gambaran
Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, Bab Ill membahas
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Bab IV membahas tentang Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, Bab V
Penutup.

Renstra ini merupakan pentahapan mulai dari persiapan renstra, tahapan
penyusunan rancangan renstra, penyusunan rancangan akhir dan penetapan
Renstra Perangkat Daerah. Demikian, semoga Allah SWT selalu memberikan jalan
terbaik untuk kita semua. Aamiiin ya Robbal'alamiin.

Wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pekalongan, 19 September 2025
Kepala Dinas Panbmjayaan Masyarakat,
Pemmf&ﬁﬂml’qﬁ\dungan Anak

NIP 19700502 199501 2 001
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan bahwa salah satu tugas Kepala
Daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJMD
kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD. Pembahasan bersama DPRD sampai
dengan ditetapkan menjadi peraturan daerah harus dilaksanakan selambat-
lambatnya 6 bulan setelah pelantikan (Pasal 264 ayat 4 UU Nomor 23 Tahun 2014).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD ini merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memual lujuan, sasaran,
strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program
Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka
pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

RPJMD tersebut akan dijabarkan lagi dalam dokumen operasional yaitu
Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen
perencanaan jangka menengah di tingkat Perangkat Daerah. Renstra berfungsi
sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan
datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil
yang akan dicapai.

Rencana Stralegis Perangkat Daerah yang selanjulnya disingkal dengan
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun. Renstra ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan program
kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan
kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Pekalongan yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang lelah ditetapkan dengan
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Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan
(RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran SKPD serla digunakan sebagai
instrument evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkatl Daerah dalam
kurun wakiu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Renstra disusun untuk mendukung
pencapaian RPJMD vyang diimplementasikan melalui pelaksanaan program
pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk
mewujudkan visi dan misi Wall Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.

Penyusunan Renstra dilaksanakan melalui tahapan persiapan renstra, tahapan
penyusunan rancangan renstra, penyusunan rancangan akhir dan penetapan
Renstra Perangkat Daerah.

Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dapat
digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

R AR

Ransira
|

Fermspan
Rormaa SKPD

&
g
g

Gambar [-]1 Hubungen Antar Dokumen dalam Tahapan Penyusunan Rensira

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra sebelumnya. Penyusunan
Rencana Strategis (Renstra) ini sebagai salah satu dokumen perencanaan juga
disinkronkan dengan perencanaan pembangunan pada tingkatan pemerintahan yang
lebih tinggi (Provinsi dan Pusat) serta pemerintahan di Kabupaten/Kola sekitar,
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juga merespon dinamika yang terjadi baik dalam skala lokal, regional, nasional, juga
global. Kecenderungan yang terjadi dalam skala lokal, regional, dan nasional secara
normatif lebih dapat ditelusuri melalui dokumen-dokumen perencanaan
pembangunan yang ada. Namun dalam skala global, selain isu-isu yang sekarang ini
sedang disikapi oleh berbagai institusi, baik institusi pemerintah, akademisi, swasla,
ataupun masyarakat, juga perlu diantisipasi berbagai dinamika lain yang sewaktu-
waktu akan muncul diwaktu yang akan datang.

Dengan mendasari pada berbagai latar belakang pemikiran tersebut, maka
Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Pekalongan Tahun 2025-2029 disusun dalam satu kerangka yang integratif, holistik,
bertahap dan berkelanjutan, serta memperhatikan berbagai isu strategis baik dalam
skala lokal, regional, nasional, maupun global.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dapat digambarkan dalam gambar I-2
berikut :

S Y

PRI RN

Gambar I-2 Keterkattan Antar Dakumen Pevéncanaan
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1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan tahun 2025 — 2029 adalah
sebagai berikut:

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-
Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor
40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan
Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan(Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
4419),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara blik Indonesia Nomor 4421);
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10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438),

11. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perindungan Saksi dan Korban
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

12.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700),

13.Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana
Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4635);

14.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

15.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tenmtang Ratifikasi Konvensi PBB
Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL)
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960),

16.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol
Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama
Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4990),

17.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol
Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54),

18. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5080);

19.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
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20.Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Paradilan Anak
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

21.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah:;

22.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

23.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6783);

24, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat || Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat ||
Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat || Batang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3381),

25.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

26.Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan
Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

27.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)

28.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
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29.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815),

30.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

31.Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme
Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan
Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

32.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomeor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

33.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

34, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

35.Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan
dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);

36.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);

37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20086 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

38.Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
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Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

40, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

41.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 460);

42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan
Daerah;

43, Peraturan Daerah Provins! Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomaor 9);

44, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

45, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 -
2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);

46, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2008-2029 (Lembaran Daerah
Tahun 2011 Nomor 30),
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47.Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;

48, Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Seria Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak;

49 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Kola Pekalongan Tahun 2024 Nomor 5 Noreg Peraturan Daerah Kota
Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah: (5-226/2024));

50.Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENSTRA

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 adalah
memberikan arah dan pedoman dalam rangka menjabarkan program, kegiatan dan
sub kegiatan serta menyediakan acuan resmi dalam menyusun Rencana Kerja

(Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan dan Perlindungan Anak Kola Pekalongan, yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan
sub kegiatan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi
Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan
perangkal daerah untuk kurun waktu tahun 5 (lima) tahun dalam pelaksanaan
tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi
kinerja perangkat daerah,

3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun
Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen
perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
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1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Pekalongan tahun 2025 — 2029, disusun dengan sistematika penulisan sebagai

berikut:
BAB |

BAB Il

BAB I :

BAB IV :

: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hokum penyusunan, maksud
dan tujuan penyusunan Renstra, dan sistematika penulisan Renstra

Perangkat Daerah.

. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH
1, Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah memuat:
a. Tugas fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
b. Sumber daya Perangkat Daerah;
c. Kinerja pelayanan Perangkal Daerah (termasuk capaian SPM
sesuai dengan tupoksinya); dan
d. Kelompok sasaran layanan
2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah memuat:
a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
b. Isu Strategis.
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Bab ini memuat :
a. Tujuan Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
b. Sasaran Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025;
c. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran
Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
d. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan
sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029,
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Bab ini memuat :
a, Uraian Program;
b. Uraian Kegiatan;
c. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas
Pembangunan daerah:
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d. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program perioritas
Pembangunan daerah;

e. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD
tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat
Daerah; dan

f. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun
2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BABV : PENUTUP
Bab ini memuat diantaranya Kesimpulan penting substantial, kaidah
pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap
perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan
pemerintah daerah.
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BAB Il
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN
ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

24 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perindungan Anak Kota
Pekalongan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80 Tahun
2021 Tanggal 24 November 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Pekalongan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perindungan Anak Kota
Pekalongan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan
pemerintahan  yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan
menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan dan penetapan sasaran, program bidang pemberdayaan masyarakat,
perempuan dan perlindungan perempuan dan anak;

b. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakal, perempuan dan
perlindungan perempuan dan anak;

c. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengarusutamaan
gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan
perempuan dan anak;

d. pengoordinasian penyelenggaraan fugas dan fungsi bidang pemberdayaan
lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;

e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar
Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
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g. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian dan
pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Wali Kota

Pekalongan Nomor 80 tahun 2021 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas
dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Pekalongan, sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi
umum dan kepegawaian, pengkoordinasian rencana program, kegiatan,

anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.
Dalam  melaksanakan tugas sebagaimana  dimaksud  sekretariat
menyelenggarakan fungsi :

a.
b. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis dinas;

C.

d. pengoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran,
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perumusan sasaran, program dan kegiatan dinas,
pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan keglatan bidang-bidang,;

program dan kegiatan,

pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan,
ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik
daerah.bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi,
perpustakaan dan kearsipan;

pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang
keuangan;

pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;

pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian standar
operasional prosedur (SOP) dan atau standar pelayanan (SP);
pengoordinasian pelaporan analisis jabatan (ANJAB), analisis beban kerja
(ABK) dan evaluasi jabatan (EVJAB);
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k. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan;dan
|. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang,

tugas dan fungsinya
Sekretariat, membawahi :
1.1 Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan dipimpin oleh seorang

Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Sekretaris.
Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas :

-~ Fa o

I

menyusun rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi dan
keuangan,

menyusun bahan dan pelaksanaan koordinasi perencanaan program,
kegiatan dan anggaran;

menyusun bahan dan pelaksanaan koordinasi evaluasi capaian
program, kegiatan dan anggaran;

menyusun bahan dan pelaksanaan koordinasi pelaporan capaian
kinerja,

melaksanakan verifikasi pengelolaan administrasi dan
pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan;

melaksanakan fungsi akuntansi,

menyusun bahan dan pengoordinasian laporan keuangan;

menyusun bahan profil perangkat daerah;

mengelola data dan informasi;

menyusun bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional
Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP); dan

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

1.2 Subbagian Umum dan Kepegawaian
Subbagian Umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris.
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyal tugas :
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a. menyusun rencana kerja di bidang administrasi umum dan
kepegawaian,

b. melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi umum meliputi
ketalausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik
daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi,
perpustakaan dan kearsipan;

c. melaksanakan kegiatan tata kelola barang milik daerah meliputi
pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan
barang milik daerah;

d. melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembinaan
kepegawaian,

e. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional
Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP);

f. melaksanakan pengelolaan penyusunan laporan Analisis Jabatan
(ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
dan

g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

2. Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Dinas.

Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas

menyelenggarakan bidang kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan

masyarakal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas bidang kelembagaan

dan pemberdayaan masyarakat menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan program kerja bidang kelembagaan masyarakat dan
pemberdayaan masyarakat;

b. perumusan bahan kebijakan bidang kelembagaan masyarakat dan
pemberdayaan masyarakat;

c. penyelenggaraan fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan
kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

d. penyelenggaraan peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan;
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e. penyelenggaraan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

f.  penyelenggaraan fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;

g. penyelenggaraan fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan
gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga;

h. pengoordinasian dan fasilitasi evaluasi perkembangan kelurahan serta
lomba kelurahan;

I.  pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar
Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang

tugasnya;

|- pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan; dan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.

3. Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan

Perempuan dan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perindungan

Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perfindungan

Perempuan dan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan pemberdayaan

perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dan anak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, berdasarkan

Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 34 tahun 2024 tentang Perubahan

atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80 tahun 2021 Tentang

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perindungan Anak, Bidang

Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perindungan

Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan program kerja bidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan
hak anak dan perlindungan perempuan dan anak;

b. perumusan bahan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan
hak anak dan perlindungan perempuan dan anak;

c. penyelengaraan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
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d. penyelengaraan pelembagaan Pemenuhan Hak Anak;

g. penyelenggaraan pemberdayaan perempuan,

f. penyelenggaraan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan
Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak;

g. penyelenggaraan pencegahan kekerasan terhadap perempuan;

h. penyelenggaraan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan
Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak;

l. penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajlan data
gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah;

j. penyelenggaraan pencegahan kekerasan terhadap anak;

k. penyelenggaraan penguatan dan pengembangan lembaga pemberdayaan
dan perlindungan perempuan;

|. penyelenggaraan pengualan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
peningkatan kualitas keluarga dan kualitas hidup anak;

m. penyelenggaraan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
bagi anak yang memeriukan perlindungan khusus;

n. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan; dan

o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya.

4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA)
Tugas dan Fungsi UPTD PPA diatur berdasarkan Peraturan Walikota
Pekalongan Nomor 33 tahun 2024 Tentang Kedudukan, susunan organisasi,
tugas dan fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan Dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak.

UPTD PPA dipimpin oleh Kepala UPTD PPA yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPMPPA.
Kepala UPTD PPA mempunyai tugas membantu Kepala DPMPPA dalam
melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi,
pengawasan dan pelaksanaan teknis operasional, serta evaluasi dan pelaporan
dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu bagl perempuan dan Anak yang
mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala UPTD PPA

mempunyai rincian tugas, sebagai berikut :

a. menyusun program kerja UPTD PPA;

b. mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegialan penyelenggaraan
layanan pada UPTD PPA,;

c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;

d. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan
UPTD PPA;

e. melaksanakan administrasi UPTD PPA;

f. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.

2.1.1.1 Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Pekalongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5
Tahun 2016 Tanggal 2 September 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun
2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80 Tahun
2021.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Pekalongan, nampak pada bagan berikut :
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

RERALA DG |

SEKRETARIAT

'| i _J ' SUBAGIAN PERENCANARN, | SUBAGHAN UNUMODAN
KELOMPOK JARATAN EALUASL DAN KEUIANGAN
e | EAUASOWRELRGAN | | (EEGHAY
| | { o al = o
B |
BIDANG KELEVBAGAAN BDANG PEVBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEREMPLIAN, PEMENLHAN HAK |
PEMBERDAVAAN ANAK DAN PERLINDUNGAN |
MASYARAVAT | PERENPUAN DANNAK
| uetD ]

Gambar [1-1 Strukitur Organisasi DPMPPA Kota Pekalongan

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan sangat
ditentukan oleh kualitas dan kuantitas sumber daya manusia maupun sarana dan
prasarana yang dimiliki.

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan, sebagai berikut :
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Tabel II-1
Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Pekalongan

TINGKAT PENDIDIKAN

SLTA

Kepala OFD

-

D4/51

S2

TOTAL
(ORANG)

1

Sekretariat

2

T

15

Bidang

2

@ o, =7

11

Kelembagaan
Masyarakat dan
Pemberdayaan
Masyarakat

4 | Bidang - 1 5 - - 1 S 6
Pemberdayaan
Perempuan,
Pemenuhan
Hak Anak dan
Perlindungan

Perempuan dan
Anak

5 | UPTD - - 3 - - - | 3 3
Pedindungan,
Perempuan dan
Anak

JUMLAH 1" 5 18 2 0 13 23 36

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, Agustus 2025

Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Pekalongan sebanyak 36 orang lerdiri dari PNS sebanyak 17 orang,
CPNS sebanyak 2 orang, PPPK sebanyak 2 orang dan Non ASN sebanyak 15
orang. Berdasarkan tingkat pendidikan didominasi oleh tingkat pendidikan S1
sebanyak 17 orang, pendidikan SMA sebanyak 11 orang, pendidikan D3 sebanyak 5
orang, pendidikan S2 sebanyak 2 orang, dan D4 setara S1 sebanyak 1 orang.
Tingkat pendidikan SMA diurutan kedua sebanyak 11 orang terdin dari PNS
sebanyak 3 orang dan Non ASN sebanyak 8 orang merupakan penjaga malam,
tenaga kebersihan, driver dan tenaga administrasi kegiatan. Kondisi tersebut
dipandang cukup baik untuk mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah, namun
perlu ditingkatkan kemampuan teknis.
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Jika dilihat dari jumlah pegawai berdasarkan golongan pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan terbagi atas
golongan |l sebanyak 4 orang, golongan Ill sebanyak 12 orang, dan golongan v
sebanyak 3 orang. Komposisi pegawal berdasarkan golongan pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan
sebagai berikut :
Tabel II-2
Komposisi Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Pekalongan
Berdasarkan Golongan

GOLONGAN (ORANG) TOTAL
I m v PPPK | NON ASN | (ORANG)

NO | BIDANG

1 Keggla oPD

M

1
Sekretariat - 3 1 7 15
3 | Bidang 2 1
Kelembagaan
Masyarakat dan
Pemberdayaan
Masyarakat

4 | Bidang - 4 0 1 1 6
Pemberdayaan
Perempuan,
Pemenuhan Hak
Anak dan
Perlindungan
Perempuan dan
Anak

5 |UPTD - 3 - - - 3
Perlindungan,
Perempuan dan
Anak

JUMLAH 4 12 3 2 15 36

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, Agustus 2025

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasaranan kerja yang menunjang keberhasilan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Kota Pekalongan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Pekalongan, sebagaimana tabel di bawah ini :
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Bladel A3

Sitaans dan S rasarans Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak s haimpan ks 2025

NO SARANA DAN PRASARANA JUMLAH SATUAN
1 Bangunan Kantor UPTD PPA 1 unit
2 Station Wagon (Kendaraan Bermotor Roda 4) 4 unit
3 Sepeda Motor (Kendaraan Bermotor Roda 2) 12 unit
4 Stationary Water Pump i unit
5 A.C. Window 14 unit
6 Alat Dapur Lainnya 9 buah
7 Alat Rumah Tangga Lain-lain 2 buah
8 Brandkas 1 buah
9 Dispenser 6 buah

10 | Facsimile 1 buah
11 Filing Cabinet Besi 5 buah
12 Gordyin/Kray 12 buah
13 Handy Cam 2 buah
14 Intercom Unit 1 buah
15 Jam Elektronik 4 buah
16 Kipas Angin 2 buah

17 Kompor Gas (Alat Dapur) 5 buah
18 Kursi Besi/Metal 2 buah
19 Kursi Fiber Glas/Plastik 11 buah
20 | Kursi Kerja Pegawal Non Struktural 27 buah

21 Kursi Kerja Pejabat Eselon I 2 buah
22 Kursi Kerja Pejabat Eselon |lI 1 buah
23 Kursi Kerja Pejabat Eselon |V 11 buah
24 Kursi Putar 5 buah
25 Kursi Rapat 46 buah

26 Kursi Tamu 3 set
27 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain 2 buah
28 Mesin Ketik Elektronik/Selektrik 1 unit
29 Lemari Besi/Metal B buah
30 Lemari Kayu 2 buah
31 | Lemari Katalog 1 buah
32 Lemari Sorok 2 buah
33 Lemari Kaca 2 buah
34 | Papan Visual/Papan Nama 1 buah
35 | Mesin Absensi 2 buah
36 Papan Nama Instansi 6 buah
37 Meja Kerja Kayu 4 buah
38 Meja Rapat 1 buah
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NO SARANA DAN PRASARANA JUMLAH SATUAN
39 Tempat Tidur Besi 2 buah
40 Meja Resepsionis 1 buah
41 Meja Tambahan 2 buah
42 Meja Makan Besi 1 buah
43 | Meja Komputer 1 buah
44 Tikar 1 buah
45 Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner 1 buah
46 | Mesin Pemotong Rumput 1 buah
47 Lemari Es 2 buah
48 Tabung Gas 2 buah
49 Sound System 1 buah
50 Megaphone 2 buah
51 Microphone 2 buah
52 | Tustel 2 buah
53 | Tiang Bendera 2 buah
54 | Tangga Aluminium 1 buah
55 Mimbar/Podium 1 buah
56 Meja Kerja Pejabat Eselon |l 1 buah
57 Meja Kerja Pejabat Eselon Il 2 buah
58 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 17 buah
59 Proyektor + Attachment 1 buah
60 Telephone (PABX) 1 buah
61 Thermometer Badan 3 buah
62 Infrared Thermometer 1 buah
63 P.C Unit 13 unit
64 Lap Top 13 unit
65 Note Book 4 unit
66 Printer (Peralatan Personal Komputer) 25 unit
67 Scanner (Peralatan Personal Komputer) 2 unit
68 Modem 1 buah
69 Papan Pengumuman 2 buah
70 CCTV 1 unit
71 Penghancur Kertas 1 unit
72 Webcam 1 unit
73 Hanphone 1 unit
JUMLAH 335
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2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
pekalongan telah melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan daerah
di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak

Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota pekalongan dapat dilihat pada Tabel |I-4, sebagai berikut :
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Tabel 14
Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

Mo :'Flh oot Tagel | Temget | Targot Targel Ransira Perangiat Daaral Tahun Reatsasi Capaian Tahun Rasio Capaian Pada Tahun
Perangkni Daerah | SFM | KK | KU [ 2020 | 2021 | 2022 | 2003 | 024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
! 2 3 4 5 6 7 8 o 10 11 12 13 14 15 16 7 18 19
1 Indeks Pembangunan 94.TA | 947S 9517 | 95.42 100.45 | 100.T1
Gander (IPG)
1.4 Indaks Pombardayasn G448 | A% 5820 | S7.87 90.40 | BD.01
12 Prodikat Kota Layak v Prata | Prata Madya | Madya 200.00 | 200.00
mia ma
121 Persentise kagiatan TT 42 | 100.00 B03zZ. | BETT 116567 | 0A.TT
pacangkal dasrah yang
sindah responisi gendet
122 | Persentase kampung layak 50,00 | 100,00 50,00 | 100,00 100.00 | 100,00
123 100,00 | 100,00 100,00 | 100,00 100.00 | 100.00
korban wekerasan berbasis
gendor dan anak
1.3 Persontase Swadaya v 10.00 | 10.00 2527 | 21.05 25270 | 210.50
Manyarakat dalam
Pembangunan Berbasis
Manyarakat
131 Persentase Fanilitasl Karja 100.00 100.00 100.00
sama antar Dosa
132 Permense Pemnasn 100.00 100.00 100.00
dan Pengowasan
Penyalenggaran
Administras! Pomenntahan
133 | Pemaontasa knlurahan yang 100. 100, 100.00 | 100.00 100.00 | 100.00
00 00.00 00
pomberdayan
134 | persentase peningkatan 68,67 6867 100.00
osdserclanpmnn iy nrnksl
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indikator Kinerja sesual

Tagel | Tomgel | Target Target Renstra Parangkst Dasrah Tahun Realisas| Capaian Tahun Rasio Capatan Pada Tahun
Mo Ao i E sPM | MK | iU
Peranghat Dasran 2020 | 2001 | 2022 | 2023 | 2024 | 2000 | 2001 | 2022 | 2023 | 2024 | 2000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 2 3 4 5 8 T 8 ] 10 11 12 13 14 18 18 17 18 18 Fu i
135 persantase kingjn 100.00 100,00 100.00
kalembagaan masyarakal
2 Indek Kepuasan TS.00 | T77.00 8319 | B28T 11092 | 107.75
Masysrakat _ —
21 Nilal Evaluasi AKIP v 80.00 B2.50 T78.83 8.7 98.29 99.12
FER] Poarsantusa kaloraadlann 100.00 | 100.00 100,00 | 100,00 100.00 | 100.00
Capaian Laporan Kinera
22 | Nilai Keterbukaan v £50.00 = 900.00 210 | 810.00 107.08 | 102.11
Informas! Publik
221 Persentase pelaksanasn 100.00 | 100.00 100 | 100.00 100.00 | 100.00

Pendapatan 28.51 i8.51 28.56 28.04 28.56 28.31 88.35 | 100.18 80.12
Perempuan dalam DG

114 Fersentase kegiatan
perangksl dacrah yang 370 555 | T30 D47 | 1544 | 1015 26687 | 27020 | 250.14
sudah responsif gender
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Target Ransta t Dasrsh Tahun T Ragio Pada Tahun
No tugas dan Fungsi w Tw T;un-t Pemangka nﬂu-cm ahun Capaian
Perangkat Dasrah 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2003 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2004
1 2 3 4 5 6 | 8 8 10 11 12 13 14 15 % 17 18 19 20
1.1.1.1 | Pemantoss Sub Keglatan
yang responsd gender 1687 | 1687 | 1887 2500 | 1667 | 16867 148.97 | 100.00 | 70000
1.1.1.2 | Persentase Organisasi
mm-w:‘w 1333 | 2000 | 2667 1333 | 2000 | 2687 100,00 | 100.00 | 106.00
Kemasynrakaton
mendapatian sosiallsasl’
advokes! Pemberdayaan
Perampuan
1.1.1.3 | Persentass parangkat
dasrah yang 100.00 | 100.00 | 100. 100,00 | 100,00 | 10000
00.00 100.00 | 100,00 | 100.00
dharma wanitsy
112 | Raslo kekerasan v
m'ﬂmmnﬂﬂl 2200 | 2298 | 15 3308 | 1501 | 1848 137.88 | B2.57 | 12000
1.1.21 | Pementase ketercapaian
pencegahan kekarasan 100.00 | 100.00 | 100,00 100,00 | 100,00 | 100.00 100.00 | 100.00 | 100.00
Lingkup Dasmh Kabupaten
{ Kotn
1.1.2.2 | Parsertass korban v
mw‘{ﬁﬂ" 100,00 | 100.00 | 100.00 100.00 | 100.00 | 100.00 100,00 | 100.00 | 100.00
2 w“""'—"'E Madya | Madys | Nindy Madya na na
Anah a Nindy 100.00 | 150.00
21 Skor Kota Layak Anak v : na i
628.00 | §30.00 769.80 101.53 | 122.18
214 Permantase Dekola 10980 Ll —
(denalhelurahan layak 20063 | 3333 | 40.74 2083 | 3333 | 4074 100.00 | 100.00 | 700.00
FXR K] ‘%ﬁﬁhm
Ramah Anak} 1048 | 1037 : 199, 215.14
21.1.2 | Pemantase forum anak o 2036 | Y Lo
yme ok! 938 | 1583 | 2812 1250 | 1583 | 28.13 13326 | 99.97 | 100.00

Rencars Stratéips Dirss Pewive rlovaiin Miasparokas, Perempsn dan Perlindungun Aol Kuns Pekadompan Tubicn 20252029
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Iindikator sEsual
tugas dan Fungal

Target
sPM

Reaksas Capaian Tahun

Rasio Capatan Pada Tahun

2024

2023

11

13

14

18

17

18

19

212

100.00

100,00

100.00

100.00

100.00

10000

100.00

100.00

2121

100,00

100,00

100.00

100,00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

21.23

100.00

100.00

341

8363

84,13

B9.43

106.84

B.08

B.5s

17.09

211.51

LEE]

kelercapalan
Fmallitasi Karjazama TNI
dan kelurshan

1313

50.00

66.67

1333

Pearmnontase Fasiiitan) Kera
sama TNI dan Kelurahan

1"Mn

1"mn

11N

1N

1n.n

14.61

100.00

100.00

4112

Perspntase koiurahon
dengan krilera “cepat

312

55.56

5826

8551

407

8148

88.B9

13332

137.50

Perseniase kinerja
adminstrasi kelurahan

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Resivrng Strutegur Dimay Prmberdeyone Yarparaka Perempuan daw Peelindungas Amal Featy Pekabangue Takoa 20252029




Tamgel
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k3

Target Renstra Pemangkat Deerah Tahun

Reallsasi Capalan Tahun

Rasio Capalan Pada Tahun

2020 20 023

8 ¥ L}

1"

12 13 14

15

17 18 19

3121

3122

86.16

B35

87.68

9679 | BT.B4A

7.68

100.66 | 10134

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00 | 100.00

100,00

#4500

83 7s

BLTS

100.91 84.82

§7.35

100,00

100.00

100.00 | 100.00

100.00

100.00 | 100.00

100,00

3214

100.00

100.00

10000

100,00 | 100.00

100.00

100.00 | 100.00

100.00

3212

100.00

100,00

100.00

100.00

100,00

100.00 | 100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00 | 100.58

106,00

100.00

3221

100.00

100.00

100.00

100.00 | 10000

100.00

3223

10000

1040.00

101.75

100.00

100.00 | 101.75

100.00

100,00

100.00

10000

100,00

100,00 | 100.00

100.00

N emimg ,'fi'.l;.lrgr.r Fhmmt Pembwerhovaen h'rl.l].ufdbn J'nwmul ifom J"‘.-anJr.n;In_l Ak K iy J'J-l_-l.lfuq,‘uu Takism 22029




e hﬂhﬂ'_‘mml Tﬂ Targst | Tanget Tamget Renstra Perangkat Daersh Tahun Reallsasl Capalan Tahun Rasio Capalan Pada Tahun
pmwm'”"“ KK | IKU | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2026 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 2021 | 2022 | 2023 | 2004
i 2 a 4 8 B 7 ) B L1} 1 12 13 14 15 " 18 18 20
323 | Parsentase
100,00 | 100.00 | 100.00 100,00 | 10000 | 100.00 100.00 | 10000 | 100.00
milllk daesrah
3231 | Perseniasa
Pamiliharnan Barang Millk 100,00 | 100.00 | 100.00 100,00 | 100.00 | 100.00 100,00 | 100.00 | 100.00
Deerah Pensnjang Urusan
Pamarintahan Dasrah
Sumber : DPMPPA Kola Pekalongan, Agustus 2025
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Gambaran mengenai pencapaian kinerja DPMPPA Kota Pekalongan dapat diuraikan
sebagai berikut :
1. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian
kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan
memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui
kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.
Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan nilai IPG.

Perkembangan IPG Kota Pekalongan sepanjang tahun 2020-2024
mengalami kenaikan dan penurunan. Jika dibandingkan dengan IPG Provinsi
Jawa Tengah, IPG Kota Pekalongan masih berada di atas rata-rata Provinsi
Jawa Tengah. Pada tahun 2024, IPG Kota Pekalongan sebesar 95,56 menurun
0,9 dibandingkan tahun 2023. Penurunan IPG Kola Pekalongan pada tahun
2024 kemungkinan disebabkan oleh beberapa factor. Salah satunya adalah
rendahnya partisipasi perempuan di lembaga legislative (DPRD) dan kontribusi
pendapatan perempuan dalam perekonomian. Selain itu, kesenjangan dalam
pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan juga dapat
menjadi factor penyebab penyebab penurunan IPG. Sedangkan jika
dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, IPG Kota
Pekalongan masih di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional.

o S ——
95

a4

93 .'__.__-—l——l———-
IPG 52 — e — -

8) | e

20

89 |

200 2021 | 2022 | 2023 2024

~+— Kota Pekaiongan | 9517 | 9542 | 9532 | 9565 9556 |
—@— Provinsi Jawa Tengan| 9218 | 9248 = 9283 | 9287 93 |
~u— Naslonal 91.06 91.27 9163 9185 91.85

Gambar lI-2 Perbandingan capaian IPG Kola Pekalongan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah
dan IPG Nasional
Sumber: www.bps.go.id, 2025
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2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang
mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Selama
empat tahun terakhir yaitu dari tahun 2020 sampai dengan 2022, kemudian nilai
IDG Kota Pekalongan cenderung menurun. Sepanjang tahun 2020-2024, jika
dibandingkan dengan Kota Tegal pada tahun 2023 menunjukkan angka yang
sama kemudian pada tahun 2024 nilai IDG Kota Pekalongan diatas nilai IDG Kota
Tegal. Namun, jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional,
nilai IDG Kota Pekalongan masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan
Nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran akiif penduduk perempuan di
Kota Pekalongan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
dalam kehidupan ekonomi dan politik menurun partisipasinya.

IDG
e
&0 '__t'___—.?—.—l
50.
40
30
20 = . .
10
0 : .
2020 2021 2022 2023 2024
—+— Kota Pekalongan 5829 | 5787 @ 6137 | 6531 65.1
~m—KotaTegal | G407 | 6334 648 | 6531 6476
= Provinsl Jawa Tengan .73 71.64 71.18 74.15 72.58
— Indonesia 7557 | 7626 =@ 75.24 76.9 77.62

Gambar 1I-3 Perbandingan capaian IDG Kota Pekalongan, IDG Kota Tegal dengan IDG
Provinsi Jawa Tengah dan IDG Nasionsl
Sumber: www.bps.go.id, 2025

3. Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG
Indeks sumbangan pendapatan perempuan merupakan salah satu dari indikator
yang dipakai untuk menghitung Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
Sepanjang tahun 2020-2024 dapat dilihat nilai IDG Kota Pekalongan mengalami
penurunan, pada tahun 2023 mengalami kenaikan dan pada tahun 2024
mengalami penurunan lagi.

Rrocana Strategie Dimay Prmberchiyaan Masrarokat, Parempuan dan Perioshngun Anak Keto Pebalomgen Fabus J025-2029 E



Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam 1DG

Kota Pekalongan
28.6 = —;
84 —
28.2

8 —
278 —— e ==
26— .

200 | 2021 | 2022 2023 | 2028 |
| = Indeks Sumbangan Pendap

atan Perempuan dalam IDG =~ 28.5 2821 | 1804 2856 18131
Kota Pekalongan _ |

Gambar ll-4 Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG Kota Pekalongan
Sumber: www.bps.go.id, 2025

Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG Kota Pekalongan lebih
rendah jika dibandingkan Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, dapat
dilihat pada Gambar sebagai berikut:

indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG

35

30

25

20

15 ¢

10 ¢
5 .
0 :

2021
‘mKota Pekalongan | 285 | 28.21 | 2856 | 2831
®Kota Tegal sml.:.z | 3049 | 29.86 0.73 024
(wProvinsi JawaTengan 3429 | 346 | 3459 3521 | 3543
' Nasiona! 3726 | 3722 | 3747 | 3708 | 37131

Gambar I-5 Perbandingan capaian Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG Kota
Pekalongan, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah dan Nagional
Sumber: www.bps.go.id, 2025

4. Kategori Kota Layak Anak
Kategori Kota Layak Anak merupakan penghargaan yang diberikan atas hasil
evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PPPA RIl. Tahun 2023, penghargaan
Kota Layak Anak meningkat dengan kategori Nindya, yang sebelumnya dari
tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 mendapatkan penghargaan Kota Layak
Anak dengan Kategori Madya. Hal tersebut dikarenakan komitmen bersama Wali
Kota Pekalongan dengan OPD terkait dan stakeholder, maupun peran LP-PAR
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(Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja) dan PPKEM PUSPAGA
ElPePar berupa pelayanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender dan
anak dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender
dan anak serta pusat pembelajaran keluarga.

5. Skor Kota Layak Anak
Skor Kota Layak Anak adalah skor yang diperoleh dari hasil evaluasi yang
dilakukan oleh Kementerian PPPA RI tentang Kota Layak Anak.

Skor Kota Layak Anak Kota Pekalongan
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—a— Skor Kota Layak Anak Kota P
ekalongan

Gambar -6 Skor Kola Layak Anak Kola Pekalongan
Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2025

6. Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan informasi publik adalah suatu kewajiban pemerintah untuk
memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh
informasi yang diperlukan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat ikut serta
dalam pengambilan kebijakan dan mengambil keputusan yang tepat. Keterbukaan
informasi  publik juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
pemerintah dalam melakukan tugas dan fungsinya.
Tujuan KIP, antara lain :
» Menjamin hak asasi manusia untuk memperoleh informasi;
« Mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka,
« Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan

publik; dan

« Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bemeama Srategie Do Pemberdavaan Menurakal, Pesvmgion din Peelinatangan Ansl Kot Pelabaripan ks J005. 006 3



Nilai KIP oleh Dinkominfo Kota Pekalongan berdasarkan hasil mengumumkan
informasi publik, menyediakan informasi publik, pelayanan informasi publik,
pengelolaan informasi dan dokumentasi informasi publik. Terdapat tiga kelompok
informasi wajib disediakan dan/atau diumumkan yaitu informasi yang wajib
disediakan dan diumumkan secara berkala, diumumkan serta merta dan lersedia

setiap saat.
Nilai kualitas pelayanan publik DPMPPA Kota Pekalongan menunjukkan

peningkatan.

NILAI KIP DPMPPA

2024

o Nilai Keterbukaan Infnrmas. 61.06 - 82.48 823
' | Publik * : .

Gambar |I-7 Nifai KiF DPMPPA Kota Pekalongan
Sumber : Dinkominfo Kota Pekalongan, 2025

. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indek Kepuasan Masyarakal merupakan persepsi penilaian masyarakal lerhadap
kualitas pelayanan publik melalui survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan
oleh Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan. Survel Kepuasan Masyarakat,
adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan
masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat
dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

| Nilai IKM
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| B . I
[ 75
| 000 | 2001 zqu _ ‘
|mNisilkM| 8319 | 8297 | 8934 9535 9813

Gambar II-8 Nilai IKM DPMPPA Kota Pekalongan
Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan, 2025
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Dari hasil survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bagian
Organisasi Setda Kota Pekalongan menunjukkan bahwa penyelenggaraan
pelayanan publik di DPMPPA Kota Pekalongan sudah baik. Hal ini dapat dilihat
dari pelayanan publik yang dilaksanakan di LP-PAR. LP-PAR (Lembaga
Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja) yaitu lembaga yang dibentuk oleh
Pemerintah Kota Pekalongan sebagai pusat pelayanan terpadu bagi korban
kekerasan berbasis gender dan anak dalam penyelenggaraan perlindungan
korban kekerasan berbasis gender dan anak.

Selain itu tahun 2021 di bentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
dengan nama PPKBM “PUSPAGA ELPePar” (Empati, Luwes, Peduli, dan
Partisipasi) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 463/0013
Tahun 2021 tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga.

Dengan dibentuknya Lembaga Perindungan Perempuan, Anak dan Remaja (LP-
PAR) dan PPKBM PUSPAGA “ELPePar", penyelesaian pengaduan perlindungan
perempuan dan anak dari tindakan kekerasan maupun layanan pembelajaran
keluarga di Kota Pekalongan dapat terlayani dan tertangani 100 %.

Jumiah Kasus Kekerasan Berbasis Gender
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Gambar 11-2 Jumiah Kasus Kekerasan Berbasis Gender
Sumber : DFMPFA Kola Pekalongan, 2025
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Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak (LP PAR)
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Gambar II-10 Jumiah Kasus Kekerasan Terhadap Anak (LP PAR)
Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2025

Jumlah Permasalahan Keluarga di PUSPAGA "ELPePar”
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Gambar fl-11 Jumfah Permasalahan Keluarga di PUSPAGA "ELPePar"
Sumber : DPMPPA Kola Pekalongan, 2025

Tabel lI-5
Pelayanan di Pusat F-mhh}nran Keluarga “Empati Luwes Peduli

6

3

3 3
PUSPAGA ANAK 5 30 30 21 18
Laki-iaki 2 14 10 8 10
Perempuan 3 16 20 13 8
PUSPAGA DISKA - - - 46 43
Laki-laki - - - 3 8
Parempuan - - - 43 35

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2025
Mewama Siradegiv Dings Ponsberdaymin Wivparaban, Porespissn dion Perlmaingun Aok Ko Pebalongan Talua J025. X919 w |




8. Nilai SAKIP OPD

Evaluasi AKIP bertujuan untuk memperoleh informasi tentang implementasi
SAKIP. menilai tingkat implementasi SAKIP, memberikan saran perbaikan untuk
peningkatan implementasi SAKIP, dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil
evaluasi periode sebelumnya. Komponen evaluasi meliputi perencanaan kinerja,
pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja internal dan
pencapaian kinerja. Nilai Evaluasi AKIP DPMPPA Kota Pekalongan menunjukkan
peningkatan, dapat dilihat pada gambar berikut:

Hasil Evaluasi AKIP DPMPPA Kota Pekalongan
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Gambar lI-12 Hasil Evaluasi AKIP DPMFFA Kota Fnkdnngan
Sumber . Inspektorat Kota Pekalongan, 2025

9. Prosentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis
Masyarakat
Pembangunan sumber daya manusia dengan pemberdayaan masyarakat melalui
partisipasi masyarakat dalam pembangunan ditunjukkan dengan tingkat
keswadayaan masyarakat dalam pembangunan. Tingkat keswadayaan
masyarakat dari tahun 2017 s.d 2021 menunjukkan angka peningkatan, namun di

tahun 2021 menurun 2.62%, capaian swadaya masyarakat dalam pembangunan
berbasis masyarakat dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :
20
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Gambar Ii-13 Pencapaian Swadaya Masyarakal Dalam Pembangunan Berbasis
Masyarakal
Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2025
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Tabel 1I-6

Pencapaian Swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan

Berbasis Masyarakat

Tahun Jumlah Jumlah Msa:::::at Prosentase
Kelurahan Anggaran (Rp) (Rp) (%)
2020 17 839.724.500 59.935.400 7.14
2021 27 4.332.379.400 272.125.750 6.28
2022 27 2.217.366.000 378.970.906 17.09
2023 27 4.005.082.000 338.567.000 8,45
2024 27 2.792.043.000 265.579.100 9,51

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2025

Dari uraian diatas pencapaian kinerja DPMPPA Kota Pekalongan dapat
dikatakan berhasil atau Baik.
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Pencapalan Realisas| Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel II-7

Kota Pekalongan
A
. dan
e Reall
Dawrah 2020 2021 Ll 1
(. . SRR 0Ty il ™
A Balanja 2.381.130,
Tidak 000
Langsung
1 | Balanja 2381130,
FPogwewm
8 | Belanja 2,667,414, | 5623774, | 6,275,766, | 6,053,037, | 6.892.868, | 2,575,760, | 4,822,708, | 5,700,641, | 5,814,504, | 6,402,183, | 96,56 | B5.76 | 90.84 | 96.06 | 9288 | 033 | 038
Langsing aon 000 000 o0 oo M 455 ars 802 800
Bolanja 130,796,0 | 2505572, | 2,500,602, | 2,482,115, | 2,626,847, | 124,170,0 | 1,789,769, | 2.327,157, | 2,956,006, | 2,002,947, | 8463 | 7143 | 93,07 | 0406 | 8883 | 005 | 019
Pogawai 0o 000 noo 000 ooo on 420 418 Ddd 484
2 | Belanja 2318504, | 2,890 683, | 3,810,913, | 3544536, | 3,165,587, | 2,241,791, | 2,030,000, | 3,214,253, | 3,431,500, | 2,083,505, | G6.60 | 97.00 | BS.01 | B6.A1 | 8455 | 037 | 034
B;:gm 000 0og 000 000 000 FRL] 035 659 548 386
3 | Bolanjn 2180250 | 227,518,0 | 164.341,0 | 26,388,00 | 1,110,834, | 208,789,0 | 202.030.0 | 150,230,0 | 25,875,30 | 1,005.640, | 06.23 | 69.20 | 06.90 | 08.44 | 97.73 | 40.00 | 3871
Mol oo 00 0 1 000 o0 00| 00 0 30
JUMLAH 5.048,544, | 5,623,774, | 6,275,766, | 6,053,007, | 6,002,860, | 4,467,242, | 4,822,708, | 5,700,641, | 5,814,504, | 6,402,183, | 8849 | 05.78 | 90.04 | 96.06 | 9288 | 0.33 | 038
TOTAL o000 000 000 000 000 353 455 o7s Buz B0

Sumber ;: DPMPPA Kota Pekalongan, 2025
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Pada tabel II-7 di atas, rasio antara realisasi dan anggaran dari tahun 2020

sampai dengan tahun 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 85% yang berarti bahwa
serapan anggaran untuk mendukung target kinerja sudah optimal, dengan tetap

memperhatikan faktor efisiensi dan efektifitas.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Pekalongan adalah merupakan dinas yang mengampu urusan pemerintahan
wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dengan 2 (dua) urusan
pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan
desa dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perindungan
anak. Secara umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Pekalongan memberikan layanan publik kepada
masyarakat sesuai dengan bidang urusan yang diampu, adalah sebagai berikut :
a. Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, sesuai
dengan bidang urusan memberikan layanan publik kepada masyarakat, dan LKK
(Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan) yang terdiri dari :

-

-

RT (Rukun Tetangga);

RW (Rukun Warga);

Karang Taruna;

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu),

PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga),
LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), dan
BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat).

b. Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perfindungan anak
sesuai dengan bidang urusan memberikan layanan publik kepada masyarakat
pada umumnya dan lembaga/organisasi kemasyarakatan, diantaranya :

-

Frsewnd Steange Dhmar Fromberdavage Aansarakar, Peoommean dan Predomdimparn dsek Kova Pelalsagan Tafiv JOXE-NIXD

Organisasi Perangkat Daerah;

LKK (Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan) yang terdiri dari RT, RW, Karang
Taruna, Posyandu, PKK, LPM dan BKM,;

Organisasi kemasyarakatan bidang perempuan seperti organisasi perempuan
yang tergabung dalam Persatuan Organisasi Wanita (POW), Fatayat NU,
Nasyiatul Aisyiah;,

Kelompok perempuan rentan;
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- Lembaga Pemenuhan Hak Anak diantaranya Forum Anak (FA), PISA (Pusat
Informasi Sahabat Anak), PRA (Pesantren Ramah Anak), Satuan Pendidikan
Ramah Anak, RIRA (Rumah Ibadah Ramah Anak), RBRA (Ruang Bermain
Ramah Anak), PKA (Pusal Kreativitas Anak), DEKELA (Desa/Kelurahan
Layak Anak), PRAP (Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas); dan
APSAI (Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia).

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Tabel 2.8

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan

Sasaran Pembangunan Daerah

Belum optimalnya Masih adanya perbedaan | Kurangnya dukungan dan
kesetaraan gender pola pikir masyarakat peran serta perangkat daerah
terkait kesetaraan gender | terkait dalam penyediaan
dokumen perencanaan dan
penganggaran responsif
- gender
Stekholder terkait kurang
memahami implementasi
pengarusutamaan gender
- Dominasi laki-laki dalam setiap
pengambilan keputusan yang
menghambat pengembangan
potensi bagi perempuan
Belum optimalnya Kurangnya kepedulian
perlindungan terhadap masyarakat terhadap
perempuan kekerasan perempuan
Masih adanya kasus kekerasan
terhadap perempuan
Belum optimalnya Belum tepatnya pola asuh
peningkatan kualitas orang tua terhadap anak
keluarga
Belum optimalnya Belum optimalnya kluster | Belum optimalnya pemenuhan
kualitas pemenuhan hak | Kota Layak Anak hak anak yang berkelanjutan
anak
Masih adanya kekerasan | Kurangnya kepedulian
terhadap anak masyarakat terhadap
kekerasan anak
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Kekerasan terhadap Anak
masih dipandang sebagai hal
yang wajar dalam kehidupan
sehari-hari
Belum optimalnya Belum optimalnya fungsi | Kurangnya koordinasi antara
partisipasi masyarakat | LKK LKK dengan pemerintah
dalam pembangunan
Kurangnya pemahaman terkait
peran dan fungsi LKK terkait
pemberdayaan Masyarakat
untuk mendukung
pembangunan
Belum optimalnya tata | Belum optimalnya Belum optimalnya
kelola pemerintahan keselarasan perencanaan,
dalam mendukung perencanaan, kinerja penganggaran dan evaluasi
kualitas pelayanan evaluasi dan kinerja kinerja perangkat daerah
public keuangan perangkat
daerah
Belum optimalnya administrasi
keuangan daerah yang
akuntabel
Belum optimalnya Belum optimalnya layanan
ketersediaan layanan administrasi kepegawaian
administrasi Perangkat Daerah
kepegawaian,
administrasi umum dan
jasa penunjang urusan
pemerintah daerah
Belum optimalnya Administrasi
Umum Perangkat Daerah
Belum Optimalnya Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan
Pemarintahan Daerah
Belum optimalnya Belum Optimainya
pemeliharaan barang Pemeliharaan Barang Milik
milik daerah Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan
beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi

Bewana Ktratigis Disrr Pemberdavaon Maxverabor Peremmun dan Prrilsafingan dmik Kot Pobalongan Tihin 20252009
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tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Pekalongan adalah sebagai berikut:
1. Permasalahan urusan bidang kesekretariatan:
a. Jumlah SDM di DPMPPA Kota Pekalongan belum memadai sesuai tugas
dan fungsi,
b. Sarana dan prasarana kantor belum memadai/layak;
c. Tata kelola keuangan belum sesuai dengan yang diharapkan; dan
d. Pelayanan informasi publik belum optimal.
2. Permasalahan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa : masalah
dan akar masalah dimasukkan
a. Belum optimalnya fungsi LKK;
b. Kurangnya koordinasi antara LKK dengan pemerintah
c. Kurangnya pemahaman terkait peran dan fungsi LKK terkait pemberdayaan
Masyarakat untuk mendukung pembangunan.
3. Permasalahan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak:
a. Masih adanyanya ketimpangan gender;
b. Perangkat daerah dan stekholder terkait kurang memahami implementasi
pengarusutamaan hak anak;
¢. Masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak;
d. Peran kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
belum optimal; dan
e. Dukungan anggaran untuk program pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan kegiatan dapat
lebih optimal dan berkelanjutan.

2.2.1.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Tantangan vyang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

pada 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan ke masyarakat. Keberhasilan
pembangunan sangat di dukung oleh kompetensi dan kapabilitas SDM yang
handal dan visioner;

b. Meningkatkan partisipasi, kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap

Mecana Stratrges Donga Pembserdaaan Masparahir, Perompie don Peelindangan Anok Kot Molabingan Tihian JUI5N009 a



pemberdayaan di Kota Pekalongan;

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas harus
mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses pemberdayaan
secara lerbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada
masyarakal secara tepat dan cepal, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat
terlibat aktif pada setiap proses pembangunan khususnya di Kota Pekalongan;
Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya
pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan
berkelanjutan;

Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam
mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan;
Kelembagaan pengarusutamaan hak anak belum berjalan secara efektif dalam
upaya pemenuhan, penghargaan, dan perlindungan hak anak;

Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat
seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan
dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan
penipuan,

Upaya kelembagaan perlindungan anak terhadap pencegahan, penanganan, dan
rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif;

Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi
organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak;

Membangun jejaring dan kerjasama dengan komunitas, lembaga
kemasyarakatan, media masa, dunia usaha dan perguruan tinggl.

2.21.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan DPMPPA Kota

Pekalongan pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

4.

K

Globalisasi dapat menjadi peluang yang baik untuk meningkatkan kapasitas dan
kapabilitas daerah dalam menghadapi tantangan global;

Kebijakan pengarusutamaan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan
peluang untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender di daerah;
Kebijakan pengarusutamaan hak anak telah tertuang dalam RPJMD, memberikan
peluang untuk meningkatkan kualitas pemenuhan dan perlindungan hak anak;
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d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus
perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan
kasus terkait perempuan dan anak;

e. Banyaknya potensi organisasiflembaga kemasyarakatan, komunitas, media
massa, dunia usaha dan perguruan tinggi yang dapat dioptimalkan untuk
mendukung pemberdayaan masyarakal, perempuan, perlindungan perempuan

dan anak.

2.2.2 lIsu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan

atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi
Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan
perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group
Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan
perangkat daerah adalah sebagai berikut .

1.

oo s wN

Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dalam mendukung kualitas
pelayanan publik;

Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

Belum optimainya kesetaraan gender,

Belum optimalnya kualitas pemenuhan hak anak;

Belum tepatnya pola asuh orang tua terhadap anak,

Masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak;
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Tabel 11-9

Isu Strategis Perangkat Daerah
LnZdbony ISU KLHS YANG
DAERAH YANG ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN
MENJADI PERMASALAHAN Ay PERANGKAT DAERAH
KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT . ISU STRATEGIS
Fﬁm‘f DAERAH GLOBAL NASIONAL REGIONAL
) (2) (4) (5) @)
Tata kelola a. Belum optimainya Perlunya Menguatkan masyarakal | Reformasi Tata kelola Bslum optimalnya tata
pemerintahan Implementas| maningkatkan yang Inklusif dan damal Politik, pemarintahan kelola psmarintahan
sistern akuntabilitas reformasl birokrasi untuk pembangunan Hukum, dan yang dinamis dalam mendukung
kinerja dalam keamanan, berkelanjutan, Birokrasl serta kualitas pelayanan publik
pemerintahan daerah | pelayanan publik, menyediakan Pemberantasan
dan kapasilas akses keadilan untuk Korupsi dan
keuangan daerah semua, dan membangun | Narkcba
kelembagaan yang efektf,
akuntabel dan inklusif di
semua lingkatan,

b. Balum optimalnya
pengelolaan
keuangan daarah

Balum optimalnya
partisipasi masyarakat
dalam pembangunan

c. Belum optimainya
penguatan
Integritas dalam
mewujudkan

pemerintahan yang
bersih
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mE' ma 'HE'T'EJ,E ISU KLHS YANG ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN
MENJADI PERMASALAHAN FRELEVAN PERANGKAT DAERAH (5L STRATEGHS
KEWENANGAN | PERANGKAT DAERAH o OB
PERANGKAT DAERAH GLOBAL NASIONAL REGIONAL
(1) (2) (3} (4) (5) (8) (7)
d. Belum optimalnya
pelayanan
publik pemerintahan
baik pada
tingkat Kota ataupun
tingkat
Perangkat Dasrah
Kesejahleraan Belum optimainya Belum meralanya Mencapai kesetaraan Penciptaan Ketahanan Belum optimalnya
Masyarakat pemeanuhan aksas pamanuhan gender dan Lapangan Kerja | pangan yang kaesetaraan gender
layanan berperspaktif | kualitas hidup membeardayakan kaum Barkualitas dan | berkelanjutan
gender sumber daya perempuan Pengembangan
termasuk pada warga | manusla dan Kawirausahaan
masyarakat kesejahteraan
berkebutuhan khusus | masyarakal
Belum optimainya Belum
jaminan hak kualitas pemanuhan hak
dan perlindungan anak
anak
Belum tepainya pola
asuh orang tua lerhadap
anak
Masih adanya kekerasan
e
a
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BAB Il
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Renstra Perangkat Daerah merupakan turunan dari RPJM Daerah,
sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJM Daerah
pada dasamya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah
sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017. Sesuai dengan Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Pekalongan periode tahun 2025-2029, maka Visi RPJM Daerah Tahun 2025-2029
adalah :

“Mewujudkan Kota Pekalongan Lebih Maju, Sejahtera Dan Berkelanjutan
Berlandaskan Akhlakul Karimah”.

Visi Kota Pekalongan tersebut dijabarkan dalam beberapa Misi Kota Pekalongan,

yaitu :

1. Menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat dengan
mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel,
Kolaboratif, dan Sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945

2. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan di semua jenjang secara merata;

Meningkatkan kualitas kesehatan dan mewujudkan jaminan Layanan Kesehatan

Masyarakat;

Membangun Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan;

Peningkatan Layanan untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat;

Membangun Kemandirian Ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal;

Melestarikan dan Mengembang kan Budaya Lokal;

&

Meningkatkan keamanan dan kondusivitas wilayah;

© ® NS o s

Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan yang Bersih dan Berkelanjutan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Pekalongan berdasarkan tugas dan fungsinya mendukung visi dan misi kola

pekalongan terutama pada .

Misi 1 :

“Menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat dengan mewujudkan

Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Kolaboratif, dan
Sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945”; dan
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Misi 5 :
“Peningkatan Layanan untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat".

Selanjutnya untuk mewujudkan visi dan misi kota pekalongan tersebut Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perindungan Anak Kota Pekalongan,
merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang selaras dengan
RPJM Daerah Tahun 2025-2028.

3.1 TUJUAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN
2025-2029
Tujuan Renstra adalah memberikan arah dan pedoman bagi perangkat daerah
dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan selama lima tahun agar
selaras dengan visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah. Berdasarkan telaah
arah pembangunan Kota Pekalongan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota

Pekalongan 2025-2029 maka ditetapkan tujuan pembangunan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan, kemudian

berdasarkan tujuan pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan

dan Perindungan Anak Kota Pekalongan, adalah :

“Meningkatkan kualitas pembangunan daerah dengan meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menurunkan angka ketimpangan
gender, serta meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak, dan kualitas
pelayanan publik”.

Tujuan meningkatkan kualitas pembangunan daerah dengan meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menurunkan angka kelimpangan
gender, serta meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak, dan kualitas pelayanan

publik, diukur dengan 4 (empat) indikator, yaitu :

Indikator tujuan 1.1 : Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Indikator Tingkat partisipasi masyarakat untuk mengukur
tujuan partisipasi Masyarakal dalam Pembangunan dalam
mewujudkan misi 1 yailu : Menjunjung tinggi hukum demi
menjamin hak-hak rakyat dengan mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Kolaboratif, dan
Sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Untuk melaksanakan tujuan ini, sasaran Renstra Tahun
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2025 -2029 adalah Meningkatnya peran LKK dalam
Pembangunan.

Indikator tujuan 1.2 : Indeks ketimpangan gender (IKG)
Indikator Indeks ketimpangan gender (IKG) untuk mengukur
juan menurunkan angka ketimpangan gender dalam
mewujudkan misi 5 yaitu : Peningkatan Layanan untuk
mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.
Untuk melaksanakan tujuan ini, sasaran Renstra Tahun
2025 -2029 adalah Meningkatnya kualitas pembangunan
gender.

Indikator tujuan 1.3 : Kategori kota layak anak
Indikator Kategori kota layak anak untuk mengukur tujuan
meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak dalam
mewujudkan misi 5 yaitu : Peningkatan Layanan untuk
mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.
Untuk melaksanakan tujuan ini, sasaran Renstra Tahun
2025 -2029 adalah Meningkatnya kualitas pemenuhan hak
anak.

Indikator tujuan 1.4 : Indeks kepuasan masyarakat (IKM) OPD
Indikator Indeks kepuasan masyarakat (IKM) OPD untuk
mengukur tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik
dalam mewujudkan misi 1 yaitu : Menjunjung tinggi hukum
demi menjamin hak-hak rakyat dengan mewujudkan Tata
Kelola Pemerintahan vyang Transparan, Akuntabel,
Kolaboratif, dan Sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD
1945.
Untuk melaksanakan tujuan ini, sasaran Renstra Tahun
2025 -2029 adalah Meningkatnya akuntabilitas kinerja
perangkat daerah.

3.2 SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025-2029
Sasaran Renstra Perangkat Daerah adalah hasil yang lebih spesifik dan terukur
yang Ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam kurun waktu 5 tahun, sebagai
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penjabaran dari tujuan Renstra dan selaras dengan sasaran RPJMD. Sasaran
Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Pekalongan Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

Sasaran 1.1

Sasaran 1.2 :

Sasaran1.3 :

Sasaran 1,4 :

Meningkatnya peran LKK dalam Pembangunan

Sasaran Meningkatnya peran LKK dalam Pembangunan diukur
dengan indikator Persentase LKK yang aktif dalam Pembangunan.
Sasaran ini untuk mewujudkan sasaran RPJM Daerah Tahun 2025
-2029 yaitu Terwujudnya sistem Birokrasi yang efektif, akuntabel,
inovatif dan pelayanan publik berbasis digital.

Meningkatnya kualitas pembangunan gender

Sasaran Meningkatnya kualitas pembangunan gender diukur
dengan indikator Persentase LKK yang aktif dalam Pembangunan.
Sasaran ini untuk mewujudkan sasaran RPJM Daerah Tahun 2025
-2029 yaitu Optimainya Pengarusutamaan Gender.

Meningkatnya kualitas pemenuhan hak anak

Sasaran Meningkatnya kualitas pemenuhan hak anak diukur
dengan indikator Persenlase pendampingn pemenuhan hak anak
(kelembagaan, hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan
pengasuhan altematif, kesehatan dasar dan kesejahteraan,
pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta
perlindungan khusus).

Sasaran ini untuk mewujudkan sasaran RPJM Daerah Tahun 2025
-2029 yaitu Optimalnya Pengarusutamaan Gender

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
diukur dengan indikator Nilai SAKIP OPD.

Sasaran ini untuk mewujudkan sasaran RPJM Daerah Tahun 2025
-2029 yaitu Terwujudnya sistem Birokrasi yang efektif, akuntabel,
inovatif dan pelayanan publik berbasis digital.
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Tabel 11

Tujuan dan Sasaran Renstra PD

SASARAN RPIMD BASELINE TARGET TAHUN
YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN 2028 | 2035 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
(1) (2) (3) (4) (S) (6] (7 (8] (8) (100 | (11) | (12)
Tujuan 1 ;
Meningkatkan
kualitas
pembangunan
daerah dengan
meningkatkan
partisipasi
masyarakat dalam
pembangunan,
menurunkan angka
ketimpangan gendar,
serta meningkatkan
kualitas pemenuhan
hak anak, dan
kualitas
publik
Indikator Tujuan 1.1 : Tingkat Parsen 18.27 16.5 17.5 18.7 18.3 204 | 21.35
partisipasi masyarakal dalam
Pembangunan
Terwujudnya Sasaran 1.1: | Persentase LKK yang aktif Parsen 100 100 100 100 100 100 100
sistemn Birokrasi Meningkatnya | dalam pembangunan
yang efekti, peran LKK
akuntabel, inovati dalam
dan pelayanan pembangunan
publik berbasis
_digital
Indikator Tujuan 1.2 : Indeks 0.18 | 0.185- | 0,183 - | 0.182- | 0.181- | 0.180- | D.179-
Indeks ketimpangan gender 0176 0167 | 0.158 | 0.149| 0.140 | 0.1
(IKG)
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SASARAN RPIMD BASELINE TARGET TAHUN
YANG RELEVAN THEIN G ikis SATUAN 5024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2028 | 2030
1) (2) (4) (5) _{8) (7 (8) 9] (100 | (1) | (12)
Optimalnya Sasaran 1.2 : | Indeks Pembangunan Indeks 9556 | 95686 | 957 9506 | ©596 | 96.06 | 96.16
Pengarusutamaan Meningkatnya | Gender (IPG)
Gender kualitas
pembangunan
gender
Indikator Tujuan 1.3 : Kategori na | Nindya | Nindya | Nindya | Nindya | Nindya | Nindya
Kategori kola layak anak
Optimainya Sasaran 1.3: | Persentase pendampingn Parsen 100 100 100 100 100 100 100
Pengarusulamaan Meningkatnya | pemenuban hak anak
Gender kualitas (kelembagaan, hak sipil dan
pemeanuhan kebebasan, lingkungan
hak anak keluarga dan pengasuhan
altarnatifl, kesahatan dasar
dan kesejahteraan,
pendidikan, pemanfaatan
wakiu luang dan kegiatan
budaya serta perlindungan
khusus)
Indikator Tujuan 1.4 : Indeks 9813 9823 | 9833 | 0B43 | 8B531| 9863 | 9873
Indeks kepuasan masyarakat
(IKM) OPD
Terwujudnya Sasaran 1.4 : | Nilal SAKIP OPD Nilai 82.75| 8345| 8357 | 8350 | B361| 8363 | B3G5
sistern Birokrasi Meningkatnya
yang efektif, akuntabilitas
akuntabel, inovalif kinerja
dan pelayanan perangkat
publik berbasis daerah
_digital
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3.3 STRATEGI PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

Tabel llI-2
Strategi Renstra Perangkat Daerah
TAHAP | TAHAP I TAHAP 1l TAHAP IV TAHAP V
(2026) (2027) (2028) (2029) 2030)
(1) (2) (3) (4) (5)
Tema Transfomasl sosial yang | Transformasi lata kelola | Transformasl ekonomi Penguatan Optimalisasi
Pembangunan | produkstif, berkarakter | pemerintahan digital menuju ekonomi sirkular | pembangunan pembangunan
RPJMD dan berbudaya melalui | yang akuntabel, yang didukung dengan infrastruktur dasar | pondasi Mina Batik
penguatan dan transparan, peningkatan lingkungan permukiman dan
manajemen SDM berintegritas, tangkas hidup serta tata kelola perkotaan yang
sebagai sumber daya dan kolaboratif serta investasi berkualitas
pembangunan yang penguatan kondusivitas
berkelanjutan wilayah disertai dengan
sistem peningkatan
kesejahteraan dan
keselamalan
Masvarakat
Strategi Penguatan SDM dan Penguatan tata kelola Peningkatan akses Kolaborasi Optimalisasi
Tahunan kapasitas masyarakat untuk memperiuas PPKS, calon tenaga kerja | stakeholder dalam perlindungan sosial
RPJMD untuk mendorong jaminan perlindungan dan perempuan lerhadap | penyediaan yang adaptif bagi
percepatan sosial bagi masyarakat | sumber daya ekonomi infrastruktur yang masyarakat rentan,
penanggulangan rentan, perlindungan sirkular, kesempatan mendukung penurunan angka
kemiskinan, penurunan | termasuk Perempuan kerja dan kesempatan penanggulangan pengangguran
angka pengangguran, | dan anak serta berusaha kemiskinan, terbuka, serta
serta peningkatan peningkatan penurunan pemenuhan layanan
kesetaraan gender pemberdayaan LPKS pengangguran dan | berperspektif gender
dan BLKK dalam pemenuhan yang inklusif
peningkatan layanan
kompetensi calon berperspekiif
tenaga kerja gender yang inklusif
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TAHAP | TAHAP Il TAHAP Il TAHAP IV TAHAP V
(2026) (2027) {2028) (2029) 2030)
(1) (2) (3) (4) (S)
Strategl Penguatan SDM dan Penguatan tata kelola Peningkalan akses Kolaborasi Optimalisasi
Renstra OPD | kapasitas masyarakat untuk memperluas PPKS, calon lenaga kerja | stakeholder dalam | perlindungan sosial
untuk mendorong jaminan perlindungan dan perempuan terhadap | penyediaan yang adaptif bagi
percepatan sosial sumber daya ekonomi Infrastruktur yang masyarakat rentan,
penanggulangan bagl masyarakat sirkular, kesempatan mendukung penurunan angka
kemiskinan, penurunan | rentan, perlindungan kerja dan kesempatan penanggulangan pengangguran
angka pengangguran, | termasuk Perempuan | berusaha kemiskinan, terbuka, serta
serta peningkatan dan anak penurunan pemenuhan layanan
kesetaraan gender serta peningkatan pengangguran dan | berperspektif gender
pemberdayaan LPKS pemenuhan yang inklusif
dan BLKK dalam layanan
peningkatan berperspektif
kompetensi calon gender yang inklusif
tenaga kerja
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3.4 ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH ALAM MENCAPAI TUJUAN
DAN SASARAN RENSTRA TAHUN 2025-2029

Tabel Ill-3
Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
ARAH KEBIJAKAN RENSTRA
NO ARAH KEBIJAKAN RPJMD PERANGKAT DAERAH KET
(1 2) (3) (4)
1 Optimalisasi upaya Meningkatkan penyediaan
penanggulangan kemiskinan layanan publik yang responsif
melalul perlindungan sosial yang gender dan inklusif termasuk
adaptif bagi masyarakat rentan, perlindungan perempuan dan
oplimalisasi upaya menurunkan anak, dan Menguatkan koordinasi

angka pengangguran terbuka,
serta peningkatan pemenuhan
layanan berperspektif gender
yang inklusif

dan kolaborasi lintas perangkat
daerah
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BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4,1 URAIAN PROGRAM
Indikasi rencana program dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 adalah

penjabaran program dalam RPJM Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

merupakan rencana program pembangunan daerah yang menunjang pencapaian

visl dan misi Kepaia Daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Pekalongan adalah urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan

pelayanan dasar terdiri dari 2 (dua) urusan bidang yaitu urusan pemerintahan bidang

pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang

pemberdayaan Masyarakat dan desa dan 1 (satu) non urusan.

4.1.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan

Perlindungan Anak
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
Fokus program adalah pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada
lembaga pemerintah kewenangan Kabupaten/Kota, pemberdayaan perempuan
bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan
kewenangan Kabupaten/Kota; Penguatan dan pengembangan lembaga
penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota.
Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase lembaga
kemasyarakatan kelurahan yang teradvokasi sebesar 71,43 persen. Program ini
juga untuk mendukung program delegasi dan Provinsi ke Kabupaten/Kota yang
berupa Pembentukan Kecamalan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi
disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center) aset dan
pemerintah kab/kota, dan mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak,
Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan.

Bencama Stradegin Diaas Pembsrdovsan Warroralat, Perempmiin dan Fr riinaangmn Ansd Ko Pedsionpan Tokus 2075 NI 38



2. Program Perlindungan Perempuan
Fokus program adalah pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup
daerah Kabupaten/Kota; penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan
korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota.
Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu Rasio kekerasan terhadap
perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) sebesar 18,46
persen. Program ini juga untuk mendukung program delegasi dari Provinsi ke
Kabupaten/Kota yang berupa Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan
Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan dan program memberikan
bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak.

3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
Fokus program adalah penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan
KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota,
Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase pengaduan kasus
permasalahan keluarga yang terlayani sebesar 100 persen.

4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
Fokus program adalah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia
layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator
yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu skor kota layak anak sebesar 770,3
skor

5. Program Perlindungan Khusus Anak
Fokus program adalah pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan
para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota; penyediaan layanan bagi anak yang
memeriukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah
Kabupaten/Kota; penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan
khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota. Indikator
yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase pengaduan kasus anak
yang terlayani sebesar 100 persen. Program ini juga untuk mendukung program
delegasi dari Provinsi ke Kabupaten/Kota yang berupa Mendorong pembentukan
Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan dan
program memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan
anak.
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4.1.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Peningkatan Kerjasama Desa
Fokus program adalah fasilitasi kerja sama antar desa. Indikator yang akan
dicapal pada tahun 2030 yaitu persentase ketercapaian fasilitasi kerjasama TNI
dan kelurahan sebesar 100 persen.

2. Program Administrasi Pemerintahan Desa
Fokus program adalah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
administrasi pemerintahan desa. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030
yaitu persentase kelurahan dengan kriteria cepat berkembang sebesar 100
persen.

3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan
Masyarakat Hukum Adat
Fokus program adalah pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak
di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah Kabupaten/Kota
serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum
adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada
tahun 2030 vyaitu persentase fasilitasi penataan kelembagaan Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) sebesar 100 persen.

4.1.3 Non Urusan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Fokus program adalah Penyediaan laporan capaian kinerja, layanan administrasi
kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah,
pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah. Indikator yang akan dicapai pada
tahun 2030 yaitu Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan
kineja keuangan perangkat daerah 100 persen, Persentase Ketersediaan
Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah 100 persen dan Persentase
Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 persen.

- " anmE
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4.2 RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Pekalongan, melalui tujuan dan
sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran
operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang
disertai indikator kinerja untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Program dikoordinasikan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan
sasaran pembangunan daerah, Kegiatan merupakan bagian dari program yang
memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input)
yang terbagi dalam satu atau beberapa sub kegiatan untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan dan sub kegiatan terpilih dalam suatu
program diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Pekalongan sebagai bagian dari pencapaian sasaran.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut,
selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif
untuk membiayai program dan kegiatan selama tahun 2025-2029, sesual dengan
dengan lujuan dan sasaran yang akan dicapal. Adapun Rencana Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan
Indikatif disajin sebagaimana tabel IV-1 sebagai berikut :
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Tabel IV-1
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

INDIKATOR

TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN

Pagu

Target

Target

--mx

PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAM
PERLINDUNGAN ANAK =3
2.08.02 PROGRAM Maningkatrya Persentase Persan 14,20 | 89.364. 2857 | 113.616 42,88 | 123,553 5714 | 133480 71,43 | 143,435
PENGARUSUTAMAAN partisipasi Lembaga - noo Joop ] oo 000
GENDER DAN lnmbaga Kumasyarakatan
PEMBERDAYAAM kemasyaraknotan | Kelurahan Yang
PEREMPUAN kelurahan dalam | Teradvokasl
pengarustEmaan
pendar dan
pembardaysan
Perompuan
2.08.02.2.01 Tercapainya Persentase Persen 100 | 100 100 | 72070 100 | 78270 100 | B.G4B.0 100 | 9.369.0 100 10.089.
Pelombagaan parangkal dasrah | perangkat o0 0o 00 o0 400
yang didampingi daersh yang
Gender (PUG) pada polaksansan PUG | didempingl
Lambaga SECAra pelaksanaan
Kawenangan komprehanall dan | PUG
2.08.02 2.01.0007 Tetlaksaranya Juirmimh laporan Laporan 1 T.207.0 q T8zro 1| BBABD 1 8.380.0 1 10.0809,
Koordinasi dan Koominng: dan hasil koordinasi - 1] o0 00 oo 000
Sinkronisasl Pelaksanaan Einkronisas dan sinkroniaas
PUG Kawenangan Fenysienggarsan | penysienggarsan
KabupatoenMola PUG PUG
Kawenangan
kabupalan/ wols .
208.02.2.02 Teradvokasinys Pemmentase Persen 100 | 43174, 100 | EG2.B05. 100 | B8.1Z2. 100 @ 73.430. 100 | 78.756,
Pembardaysan Organisasi atau | Organisasl atau - ooo o0o 000 oo 000
Perempuan Lsmbaga Lembaga
Politik, Hukum, Soslal, Kemasyarakatan | Kemasyarakatan
dan Ekonomi pada Kolurzhan Yang | Kelurahan Yang
Organisanl Mendapatkan Mendapatkan
Kemasyarakatan Pamberdayaan Advoknasi
Kawenangan Perempuasn Pemberdsyaan
| Kabupaten/Kota Porempuan
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TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN

Krmrpeme Srrasegin P Pemberdeoaan Wy weskar Porempioan diam Peviinaiongun Aol Kova Pelsilosgpan Toles 202520009

BIDANG BASELINE K
URUSANFROGRAM! OUTCOMES 2027
OUTCOME/KEGIATAN/ ouTPUT INGIKATOR | BATUAN ) 2028 2030 €
B 1AL o H.% F m 758,
Sesialisas Paninghatan el lsmbaga aoo
Parampuan di parmberd e misywrakal dan
Bidang Politik, Hukum, perEhpUEn perempUan yang
Soninl dan Ekonomi pudang politi, mendaputican
Kenvanangan haskiim sosasl sosmlisas! lentang
Kabupaten/ola ehonomi lehadap | pemberdayasn
SOM lembaga perempuan
immanyarakatan bidang poliik,
ke, sosial,
akohomi_
2.08,02.2.02.0002 Testaksanarnya Jumiash SOM Orang o | 11.000. 30 | 12.000. 30 | 13.000. 30 | 14.000.
Pecinghatan kapasitas paningiatan lembaga 000 o0o 000
SO pemberdayaan kapastas SOM masyarakal,
parampuan of bidang pomberdayann parampLian
podittk, atau hukum, atsy persmpuan di pabersil,
sosinl, dan etau ekonomi Erzt peilibia, i porempLEn
Km LM, A m
Knbupsten/iola sominl, dan atauy knkorasan dan
T stnu rentan
Farwinangen lnirsrrym yang
MatupmtenMots | mendepsatkan
bimiek atau
pelatitan — i
2.08.02.2.03 Ponguatan Tarcapalnya Persaninss Persen | 100 | 100 100 | 38,086, 100 | 42.884. 100 | 46.783. 100 | S0.681. 00 | 54.580.
dan Pengembangan Peranghat Perangkat oo oo 000 000 ooo
Panyudia Daerah Yang Daerah Yang
Layanan Melnksanadan Walaksanakan
Parempusn Kewenangan | Hegiatan Dharma | Keglatan Dharma
Wanits ‘Wanitn
508 022 03.0007 Toraksananys Jumiah lembaga | Lembaga 1 1 1| 38686 1| 42884 1| 46783 1| 50.681. 1| 54580
pangualan | pendumpingan penyndia layanan 000 won oo 000 000
dan pefigpLatan dan pambeidayaan
lenbaga penyedia laysnan | pengembangan porempuan yang
perampuan | lembogs peryada | mendapatkan
lanywran pandampingan
Kabupaten/Mota pambardaysan
e mELaN
Hewarang
Habupatantotn



2.08.03.2.01 Pencegahan Tercapainya Persantisa Persen | 100 | 100 100 | 28.850. 100 | 31515 100 | 34.380, 100 | 37345 100 | 40.110,
Kakerasan Terhadap Pancegahan Ketercapalan ooo oon ooo ono [
Perampuan Lingkup Dasrah | Keherasan Pancegahan
Kabupaten/Kota Terhadap Hoheranan

Perempuan Terhadap

Lingkup Dasrah Perempuan

Kabupatenota Linghup Dasrah

Kabupaten | Kota -

Z0B03201.0004 Kerjosama | Terlstsananya Jumish Keasama | Dokumen 3| z8.850. 3 | 3is15. 3| 34380, 3| 37245 3| 40110
pars phak dalem pencegahan | Kefjasuma sam para pihak dalam 000 oo 000 000 0oo
KIP Kewnnangan ik cagtorn penceganan KiP
Kabupataniota pencagahan MIP Kewsnagan

Kewiarangam Kabupatenol

KabugatanMats
2.08.03.2.02 Penyedizan T Parsantase Persen | 100 | 100 100 | 64571, 100 | 60.830. 100 | 85.260. 100 | 69.708. 100 | TAA4T.
Layanan Rujukan Lanjutan Perempuan Korban | Perempuan Korban 000 000 000 000 400
bagl Perempuan Korban Kekerasan secara | Koksrasan Yang
Kekatasan yang Memesduban | tzrpadu dan Tertayani
Koordinasi Kewsnangan Lomprahenait
Kabupaten¥ota - o
2.08.03.2.02 0009 Layanan Tarsedanys loyanan | Jumish Persmpuan | Omng 21| 2 12| 64571 12 | 60.830, 12 | 65269, 12 | 66.708. 12| 74947
pendampingan korban bagi Korban Kekemsan 000 000 000 000 000
Perempunn Kodsan Kelemsan | horban bog yang mandapaticun
Tinghat Kabupstenots Parompuan Koman | pendampingan

Kakarasan Tinglst kartsan Tieghkat

Kahupaten®oin KabupatenMota
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208,03 2 03 0005 Advohasi TerlakEania Jumniah Lembags 10000, 4 | 12000 4 | 14,000, 4 | 16.000.
dan sosisdisas penguatan dan | Adviokesi dan panyedia Leyanan 000 000 oono 000
pengemannan | embags sosilisas] Parlindungan
Pertyeda Layanan It can Perempuan finghat
Perlindungan Perempoan penfambanaEn provinsl yang
Kewonangan Kobupalen®ota | Lemboge Permpedia | mandapadian
Liyaman aovolasi 630
Farlindungan sosiadisani lembagn
Peramman pemanniah dan nan
LT pemarntan)
Kabupaten/Ksta - e - -
Terwujudmya Persenlsse 100 | 100 100 | 23.900. 100 100 100 | 37.480. 100 | 39.732.
PENINGHATAN ksluarga yang Layanan 000 o000 ooo aan 000
KUALITAS KELUARGA barkualites Permasalahan
Keluarga Yang
Tarlayani
Z.08.04.2.03 Penyediaan | Tercapainya Persentase 100 | 100 100 | 23.900. 100 | 32843, 100 | 35.206. 100 | 37.460. 100 | 39.732.
Layanan bagl Meluarga parmasalahan knnus [1211] ooo 0oo oo 000
dalam Mewujudkan KG keluarga yang permasatahan
dar Hak Anak yang twrlayani kaluarga yang
Wilayah Kerjanya dalam terayani
Dasrah Kabupaten/Kola
2.08 04 2030004 Ternksanarya Jumniah kelusrga B4 64 25 | 21.175. 25 | 24.883. 25 | 27.158. 25 | 28419, 5 | 3882,
lmyanan korsulis dan leyanan pengnmaan | yang mandapatian 000 000 0Do oon 000
knaning kokiarga dalam pangadunn ksl | lnanan ks
Mewuudkan KG dan PA dalam Mewsiudian | dan konssling
Lingkup KabupatenMota KG dan PA Lingkup | Linghug!
Kabugsisnota
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Jurmiah keluarga

masyarakal
Lingkup KabupastonKotn Werlumrgn dodam Bl g

Mewujudican KG mnsyn ekt

dan PA Linghugp Lingkup

Kabupatorvkos | KabupaienMola | | | s
1.08.06 PROGRAM Moningkstnys | Skor Kota Layak | Skor |769,0 | 709, | 7600 | 176.604 770 | 220478 | 770,1 | 240,520 | 770,2 | 200.562 | 7703 | 280.584
PEMENUHAM HAK ANAK | pemenuhan hak | Anak | _ood ] 000 -.0on 000
(PHA) anak
2.08,06.2.02 Penguatan Tarcapainya Porsantasn Persen | 100 | 100 100 | 176.534 100 | 220476 100 | 240520 100 | 280,562 100 | 280.884
dan pendampingan Ketercapaian -ooo Jooo oo -poo 000
Lambaga pemenihan hak | Pendampingan
Layanan Pe anak secara Pemenuhan Hak
Kualitas Hidup Anak optimal Anak
Kewenangan
2.08.06.2.02, 0006 Terlaksananys Jumiah kerjasama | Dokumen 4 ] 5| 94.753. 5| 104228 5 11703 5| 123178 &5 | 132831

karjasama antar | pengustan antar lombags ooo 000 000 000 oo
lembags peryedia layanan | kerjasame ants porwch fayanan
Kusalitas lermibagn penyedia | Peningiatan

Hidup Anak Kewsnangan Layanan Kualitas Hidup
Kabupatenotn Pariegh aimn Anak

Kuabtas Hidup Kewsnangan

Ak Kabupaten/Kotn

Kawsnangan

Kabupatonols =
1.08.06.2.02.0007 Terlnksanarya Jumiah lambaga Leambaga ¢ | BB.058. 2| 101154 2 | 110,347 2 | 119.542 2| 126738
Advokas! dan sosislisasi Advokasi dan penyedia layanan . - 000 000 000 ooe 000
pengratan dan pengembangan | sosiisan) Poningkitan Kimlitas
lembaga penyedia yanan penguatan dan Hidug Anak fingkat
Poningiatan Kunitas Hidup pangumbangan provins| yang
Anah Kewenangan tembaga penyeds mendapatian
Kabupaienola laynran Peringhatan | advekasi den

Kualitas Hidup Ana% | soslalisasi [lembaga

Kewsnangan pemerntsh dan nan

Kabupatenfota pamarintah)

BE
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URUSANPROGRAM/ OUTCOME! 2027 K
OUTCOME/KEGIATAN/ OUTPUT INDINATER: ] SvivAN i L) 10 s
SUBKEGIATAN/OUTPUT 2024 | 2025 | Target Pagu Target Pagu Targel Pagu Target Pagu Tarpat Fagu ¥
2.08.060.2.02. Taorlnksananyk Jurrdah Jom Lembaga 1 1 1 13.725. 1 15.067. 1 16.470. 1 17.842, 1] 18215
pandampingan pengualan | pendamplagan panyedia layanan 000 000 Qoo oan i)
dan panguatan dan Paninghkatan
lembaga penyedia layanan | pengeTmbangan Kusitas Hicup
Paningkatan Kualias lemboagn penyedin | Anak
Hidup Ansk Kewsnangan | layanan Kewenangan
Kabupatonota Paningkatan Kabupaten/Kota
Fuslitas Hidup yang
Anak mpndapothan
Hewmnangarn pendarnpngan
LA lenKots
2.08.07 PROGRAM katnya Persantase Persen | 100 | 100 100 | 72544, 100 | 79.798. 100 | B87.052 100 | 94307 100 | 101,581
PERLIMDUMGAN kualitas layanan | Pangaduan oon oo 000 ooa 000
KHUSUS ANAK perlindungan Kasus Anak
khusus anak Yang Torlayani
2.08.07.2.01 Poncegahan | Tercapainya Perseniase Persen | 100 | 100 100 | 18.900. 100 | 20.790. 100 | 22.680. 100 | 24,570, 100 | 26.480,
Keakerasan Terhadap kegiztan ketercapaian ooo 000 ooe 200 000
Anak yang Melibatian pancegahan pancagahan
pars Pihak Lingkup Kekerasan Kekerasan
Donrah Kabupaten/®ota Terhadap Anak Terhadap Anak
yang Melibatkan | yang Melibatkan
pars Pihak para Pihak
Linghup Dasrah Li Daerah
Kabupaten | Kota | Kabupaten / Kota
Z.08,07.2.01.0010 Torluksonanys Jumiah SOM yang | Owang 60| o0 B0 | 16.900 80 | 20.790, 80 | 22.680. B0 | 24.570. B0 | 26.480.
Paningkatan kapasitas peningkatan 000 000 000 000 000
kepada SOM yang lerkai kapoditas kopada | Peningkutan
imngsung pencegahan KA | SOM yang letkal | kapasitas
W orangEn Langsurg pamceptan Kis
Habupstaniota pancagahan KA Kawmnangan
KabKota
2.08.07.2.02 Ponyediaan Tarlayaninya Persentase anak | Persen | 100 | 100 100 | 40284, 100 | 44.312 100 | 48340, 100 | 52.369. 100 | 56.397.
Layanan bagl Anak yang | Anak Korban korban ooo 000 000 ooo 000
Kekerasan kekarnssn yang
Pordindungan Khusus secara terpadu d
yang Memeriuksn dan Instansi teckal
Koordinasi Tingkat komprehensif | kota
Daernh Ksbupaten/Wota {IKK Ouicome)
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== K
7 4 eod INDIKATOR | SATUAM 2028 E
DUTCOMEKEGIATAN/ ouUTPUT T
SUBKEGIAT, 2024 | 2025 | Target Pagu Target Pagu Target Pagu Targnt Pagu Target Pagu
2.08.07.2.02.0013 Layanan Tersodanyn Jumiah Angk Orang 2 3] 12 | 40284 12 | 44312 12 | 48.340. 12 | 52.388. 12 | 58.397.
ke begi Layainan Kekerasan yang 000 000 000 Dag 000
Anak Korbon Kekerssan pristdampingsn mandapatian
Tingkat Kabupatenoks korban bag Arsak pendsmpingan
Korban Koksanan knrban Tingkat
Tinglal Kaugalan®ola
Kabupatenfata
1.08.07.2.03 Panguatan dan Tercagainya Parsentase Parsen 100 | 100 100 13360, 100 14,606, 100 16.032. 100 17.368, 100 18.704.
penpuatan dan kstercapatian oo 000 (1] oo o000
Penyedis Layanan bagi Anak | pengembangan penguatan dan
yang Memartuhan lembaga penyedia | pengambangan
Peclindungan Khusus layanan bagi anak lembaga peryedia
Tingka! Dasrah yang memerhukan layanan bagl snek
Kabupatenfota parlindungan yang memer|ukan
Ehusus perfindungan
khusus
2.08.07 2.03.0013 Peningiatan | Teraksananya Jumiah SD Orang 50 50 i} 13.360, i 14.686. Zr 16032 Fij 17368, & 18.704.
Kapastas lembaga penyedia | benibek penguatan lembaga penyeds 000 ooa 0oo aaa ood
layanan bagl Ank yang dan pengutsbangen | layanan bagl Anak
Mermriyican Embaga penyedia yang Memariuican
Khusus Tingkal Daseh layanan hog Anak Pafindungan
Kabupaten/Kata ¥ang Memeriumn Khsus Tingkat
Parlledunpan Dameah
Khissus Tingial Kabupaten®ota
Dhanivr ity yang mishdapaticen
Kabugaten®ots bimtek " .

URUSAN PEMERINTAHAN 50001 5.248.0 53687 5.304.4 53231
BIDANG PEMBERDAYAAN 35.000 27.000 17.000 17.000 17.000
MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01 PROGRAM Muoningkatnya Porsantane Persen | 100 [ 100 100 | 33T.400 100 | 600,000 100 | B00.000 100 | 600.000 100 | £00.000
PENINGKATAN KERJA kualiias ketercapalan 000 000 000 F 000
SAMA DESA kolaborasi dan Fasilitasi

pemberdayasn Kerjasama THI
masyarakat dan kelurahan
2.13.03.2.01 Fasiiitasi Terfasiitasinys Persentase Persen 80 &0 0 | 337488 40 | 600.000 G0 | 600.000 B0 | 600.000 100 | 600.000
Korja Sama antar Desa karjn sauma THI Fanilitasi Korja 000 000 000 000 oo
dan kslurahan sama THI dan
Kelurahan
Resecamil Srvaidepis Divais Pemlierolgloos Waviralal Preomgnaan dan Peslliwigpn dnsd Ko Pelofongos Tokben 2028200 68




2.13.03.2.01.0002
Fasilitas| Kara Sama Antar

Desn dengan Fihak Kelign | Desa dangan Dnma dengan
dalam Kabupalen/Kota Pihak Ketigs Plihak Katiga

dalam dalam

Kabupaten®ots Kabupaten/Kols L
213,04 PROGRAM Mening kninyas Perseninss BEBO | BER 100 | 43.782. 100 | 35.000. 100 | 35.000. 100 | 35.000. 100 | 35.000.
ADMINIS TRASI hualitas Kelurnhan ] oon ooo Doo oo o000
PEMERINTAHAN DESA administras| Dengan Kriteria

kelurahan *Copat

Barkembang®

293.04.2.01 Pembinaan Te Persantasa 100 | 100 100 | 43.79Z 100 | 35.000. 100 | 35.000. 100 | 35.000. 100 | 35.000.
dan Pengawanan Pambinaan dan Kinerjn {11] Doo ] ooo 000
Penyelenggaraan Pengawasan Adminisirasi
Administrasi Penyelonggoraa | Kelurahan
Pemerintahan Desa n Administrasi

Pamarintahan

Dasa
2.13,04.2.01.0078 T Jumiah Dokumen | Dokumean 2 2 2| 4379z 2 | ‘35.000. 2| 35000. 2 | 3A5.000. 2 | 35.000.
Fasilis] Evalsasi Fasiltas| Evalussl | Hasil Evalunst 000 000 000 poo 000
Perkembangan Desa seria | Parkembangan Parkermbangan
Lomibss Desa dan Dwoa sorta Lomba | Desa sers Lomba
Kalmratan Dasa dan Desa dan

Felumhan Falurahan
2.13.05 PROGRAM Maningkatnyn Parsantasa iom | 100 100 | 8TE.BEO 100 | B05.000 100 | BOS5.000 100 | B0S.000 100 | B05.000
PEMBERDAYAAN kunfitas Fasilitasi oo ] .ooa i 000
LEMBAGA pambardayaan Penatasn
KEMASYARAKATAN, Lembaga Kelembagaan
LEMBAGA ADAT DAN Kemasyarakatan | Lembaga
MASYARAKAT HUKLUM Kelurahan (LKK) | Kemasyarakatan
ADAT dalam Kelurahan (LK)

_| pembangunan

Nouomg Nirudegis Fhimay Memdveeohryoas Loyoakiad ."ﬂ.lugm;u aham Perfindungon Anak Kaig J"'rl_|.|'.'.-ﬂ_p:n Tohkioyn M2Y-2000

69




2.13.05.2 01,0002 Fasitasi Jumiah Dokumen 113286 150.000
Penatasn, Pembertayasn dan . 000 g
Pendayagunaan Kelembagaan | Pemberdeyaan dan | Pamberdayaan dan
Lembaga Kemasyarlatin Pandayagunaan Pondayagunaan
mm:m-
Karang Taruna), asyarakatan Kemasyarsaian
Adal Desal/Kslurahan den Desa®elurahan (AT, | Desa®aluwhan (RT
Masyarakat Hukum Adat h . , PKK,
Posyandy, [PM, dan | Posyandu, LPM, dan
Karang Tanma) Karang Tarura)
Desa¥eluratan dan | Desa¥alutaban dan
Masyaeakn! Hukum | Masyarakat Hukum
2.13.05.201.0003 Peningkatan Jumish Lamoaga E3EM. 60.000.
Kapostas Kelembugaan [————. 000 000
Lambiags Kemasyarakatan Desa¥Xplurahan (RT
PKK, Posyandu, LPW, dan Kemasyamiatan Posyandu, LPM, dan
Karang Taruna), Lamlnga DeanMolurahan (AT, | Kamng Tanmaj,
Adal DasaMahjrahan dan ?
Masyarsiat Hukum Adsd Posyandy, LPM, dan | DesaMpheahan dan
Karang Taruna) Masyarakal Hukum
DenaMelurshan dan
Mlasyarakal Hukum

Resicoms Stratego Dismi Pemberdayoe Warmapabat, Preepun daw Peelincegpnon Ao Kosn Pelabogpes Takan ML 3000




Jumish Laporan
Hangil Fagditasd
Pamariniah Dosa
dalam Pamaniaatan
Teknclog Tepat
Guna
2.13.05.2.01.0007 Fasiitasi Terlaksanarya Jumiah Laporan Laporan 1 i 1| 34880, 1| 40,000 1| 40.000. 40,000, 1| #0.000.
Buian Bhakll Golong Royong Fsilitzsi Busan Hasil Fasiiiasi Bulan 000 000 000 oo 000
Mazyarihal Bhakli Gatong Bhakfl Gotong
Royong Masyarakal | Royong Masyarakal
2.13.05.2.01.0008 Fasiitas| Terlaksananya Jurnizh Dokumesn Dokumen 1 1 1 | 627010 1 | 500.000 1| 500,000 S00.000 1 | 500,000
Tim Panggemk PXX dalam Faniliiasi Tim Hao# Fadiftos| Tim ooo Joaa .ooo Jooo 000
Penyeiengparaan Garakan Pangperak PRK Panggerak PKK
Pembesdaysan Masyatakot datam dilam
dan Kessjahisraan Keluarga Penyelenpggaraan Paryelenngaraan
Garalan Ganghan
Pemberdayaan
Masyarakat dan Mpsyarakat dan
Kesmzhtarsan Fonpahterssn
Keluarga Hluarga
2.13.01 PROGRAN 3.799.0 3.606.0 38287 3.864.4 3.882.1
PENUNJANG URUSAN humlitss tts kelol 95,000 27.000 17.000 17.000 17.000
PEMERINTAHAN DAERAH pamarintahan
KABUPATENKOTA dasrah
Persentase Parzan 100 | 100 100 | 31375 100 | 3.138.0 100 | 31380 3.148.0 100 | 31536
kpsafaragan 84,000 54.000 54,000 54.000 54,000
perancanaan,
kinerja evaluss|
dan kinera
kauangan
peranghial dasrah
2.13.01.2.01 Perencanaan, Torcapainya Porsentass Parsen | 100 | 100 100 | 15762 100 | 15762, 100 | 15762 20.762. 100 | 16762
Penganggaran, dan Evaluasl | perencanaan, Ketercapaian a0 o000 00d oo 000
Kinarja Paranglat Dasrah penganggaren dan | Parencanaan,
evalusai kinerja Penganggaran Dan
peranghat danrah | Evaluasi Kinerja
Perangkal Daerah

Benewna Stratepis Dnay Pemberdaiuos Maryaraler, Peeompun don Perlindengun Anak Kota Peloalongan Takun 20082024
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2.13.01.2.01.0001

Penyusunsn Dokumen Dokumen Pearencansan 0a 00 oo oo
Parencannnn Pesangiad Poroncanpan Parmangkat Dasmh
Dasrah Pemngiat Dasrsh

yong asuntabeld

dar sasuni

kntnniuan

peezabiaran

pErundangan
213.01.2.01.0002 Tersedanya Jumiah Dokurmen | Dokumnn 2 ] 2| 1.568.0 2| 15580 2| 1.6580 2| 15580 2| 1.5580
Koordmasi dan Dokumen REA- REA-SKPD dan 0a 00 a0 00 oo
Panyusunan Dokumen SKPD dan Laporan Hasil
REA-SKPD Laporan Hasil i

Hoordsuni Panyusunan

Paryusiinan Dokimean REA-

Doliuman RKA- SKPD

SKPD
Z2.13.01.2,07.0007 Eveluasi | Tersksanamys Jumiah Imporan |mparan 15 15 15 | 12.000, 15 | 12.000 16 | 12.000. 16 | 12.000. 15 | 13.000.
Kinerjs Perangkat Daerah | ewmlussi kmens evaluas| kinergs 0oa 000 [ i} 000

purangiol dasrah | parangkot dismb
Xxx.01.2.02 Tercapainya Persentase Persen | 100 | 100 100 | 31218 100 | 31222 100 | 3122 100 | 34272 100 | 31368
Administras] administrasi Ketercapalan 22.000 92.000 92.000 92.000 92000
Porangkat Daerah keuangan Administrasi

daarph yang

akuntabel dan Porangkat

sesuni ketentuan | Daerah

peraluran

ndangan

2.13.01.2.02.0001 Tersediamya gajl Jumiah Orang Onng 18 18 21 3.080.8 4 3.080.8 F4 1.060.8 21 30808 21 3.000.4
Turjangan ASN ASN ?H darn
2.13.01.2.02.0003 Torlaksunsnym Jumish Dokumen | Dokumen | 12 | 12 12 | 38.530, 12 | 40.000. 12 | 40.000, 12 | 45.000. 12| 45.000.
Painkeanaan penatausahaan Fanataveshaan 000 000 oao 000 o0
Penatausahaan dan dan dan
Penguiian/Varifinasi panguiisniatifiia | PengujisniVerifia
Keuangan SKPD o Wit & Keuangan

SKPD SKPD

Remcama Straiegu Dingy Memberdavaion Wanardhe Perompaan das Pesdislumgan doak Kaje Pebolongaa Fijbua M2 5 000N




TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN

Z2.13,01.2.02.0005 Torsodanys Jumiah Lapomn
Koordinas! dan Lapetan 1 Akhi 00 o0
Paryusunan Laporan Kauangan Akhir Tahun SKPD dan
Keuangan Akhir Tahun Tahiin SKPD dan | Laporan Hasil
SKPD [ gcuran ol Koardinasi
Koordinasi Panyusunan
PremyusLnan Laporan
Laparan Keausngan Akhir
Kewumngan Ak Tuhun SKFD
Tahur SKPD i
Persentase Persen | 100 [ 100 100 | 514.880 100 | 522473 100 | 539,663 100 | 562,860 100 | 573.463
Ketersadiaan L0040 000 000 .oo0 000
Administrasi
Kepegawaian,
Umum dan Josa
Penunjang
Urusan
Pemerintah
_ Daorah
2.13.01.2.05 Administrasl | Tercapaings Perseniass Persen | 100 | 400 100 | 3.850.0 100 | 4.000.0 100 | 4.000.0 100 | 2.000.0 100 | 4.000.0
Kepogawaian Perangkat | adminisiras) Ketarcapaian 00 00 00 00 oo
Daerah k=pegawaian Administrasl
parangkat Kapagawaian
daorah Perangkat
2.13.01.2.05.0002 Tersedanys Jumiah Pokat Pakal 1 1 1| 3.850.0 1| 40000 1] 4.0000 1| 40000 1] 40000
Pengadann Paksian Dinas | pakatsn dinas Pakaian Dinas i) oo an o0 0o
besorta Atrdbut boneria atnbut benerta Atritit
Kelengkapannya kelangkapaniya Kalanghapan
2.13.01.2,08 Administrasl | Tercapainya Persentass Persan | 100 | 100 100 | 202.205 100 | 206.473 100 | 216.163 100 | 232863 100 | 2359083
Umum Porangkat Daerah | administrosi Keterca 000 o000 000 .000 000
wmum perangkat | Administrasi
danrah Umum Peranghkat
Daerah
Kemoama Nirawrye Phimer Pembgrduyaan Hanorada Fies v alan .I'rn'i.qim.wu.lr Ak Kapi J'-‘*nﬁmﬂjm Tihus N0 73




BIDANG BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN
FPagu
2.13,01.2.06.0001 Ternedaryn Jumiah Paloet Pake! 4 4 4| 1.710.0 4| 20000 4| 21000 4 | 22000 4| 23000
Penyediaan RO panen Kompcen oo oo oo i 1] 0o
Instalesi iratnlasi Inntatani
Listrik/Penesangan lmtripensrangan | Listrik/Pensranga
Bangunan Kahios bangunmn o n Bangunan
Kantor yang
2.13.01.2.08.0002 Tersediama Jumiah %‘m Pakel 4 i 4 485 4 | 45000. 4 | 45500. 4| 51000 4 | 51.000.
Panyodinan Permlatan dsn | peralatan dan Foralntan dan aoa 000 000 000 00
Perlangkapan Kantor parlangkapan Pardangkapan
unrton Kaniar yang
Dizediakan
Z 13.01.2.08,0003 Tersadiamyn Jumiah Pakel Pakel ¥ 1 4| 20500 3| 25000 4 | 30000 4| 35000 4 | 40000
Ponyoediann Peralatan peralalan rurmah Paralatan Rumnah on oo 00 o0 oo
Rumah Tanggs mngaa Tengga yang
Disadiakan
2.13.01.2.06.0004 Tersedinmyn Jumiah Pajet Pakol a| a 4| n8244 4 | 40,000, 4 | 42.000. 4 | 44,000, 4 | 48.000.
Pemyedinan Bahan Logistk | baban logisiik Bahan Logistk (i ] 000 000 0 000
Kanior anior Kantor yang
Dizadiakan
2.13.01.2.06.0005 Tersedinrya Jumiah Paloal Paket 2 F] 13 | 4.380.0 13 | 4.873.0 13| 5080 13| 81830 13| 8.1630
Penyediaan Bamang barang celakan Barang Calakan oo ¥ L] 00 L]
Catakan dan Penggandaan | dan penggandasn | dan Penggandaan
yarg Disadiskan
| Z.13.01.2.06.0006 Tersedianya Jumiah Dokumen | Dokumen 2 2 1 2530.0 2 3.000.0 2 3.500.0 2 4.000.0 2| 45000
Penyediaan Bahan Bacaan | bahan bacaan Bahan Bacaan o0 0o oo L] 00
dan Persturan Perundang- | dan peraluran dan Peraturan
UnCIRnOEN pRrundang- Parundsng-
undangan Undangsn yang
Disediakan
2.13.01.2.06.0009 Tersksananya Jumiah Laporan Laporan | 160 | 150 85 | 108.338 B5 | 108.000 B85 | 115,000 85 | 120.000 85 | 120,000
Penynlanpgarasn Rapat poryelanggarsan | Panyelenggaraan 000 ano J0oo D00 000
Koordinasi dan Konsultasi rapal koordingasi Rapat Koordinasi
SKPD dan konsuling i Koeresyiltmal
SKPD SKPD ]
Rencomy Siratopis Dimay Pemberduyaon Aayireled For dani Perfinds Avak Kb Pedmlvnpai Talduim MN8N T
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BIDANG TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN g "
URUSANPROGRAM/ OUTCOME! e 038 2028 2030 €
2034 | 0I5
2.13.01.2.08 Penyedisan Tercapainya
Jasa Penunjang Urusan penyediaan jnsas | Hetercapalan 000
Pamerintshan Dasrah ponunjang Fonyadisan Jasa
urussn Penunjang
poemarintah Urusan
dagrah Pemeriniah
Dnaerah 4| 45000
2.13.,01.2.08.0001 Teriaksananys Jumiah Laporan Laporan 4 4 4| 25200 4 | 30000 4| 35000 4 ¢.uwdg s
Panyediaan Jess Sursl Panyediasn Jass | Penyediaan Jasa 00 00 oo
Maryural Sural Mesrmrurat Surat Menyural
2.13.01.2.08.0002 Torsedinnya Jowa | Jumish Lapomn Lmpsormn 12 12 12 | 107400 12 | 1080000 12 | 115,000 12 | 120.000 12 125.%
Penyediasan Jasa Komunikasi, Penyediaan Jasa 000 000 000 ‘oo :
Komunikasl, Sumbaer Daye | Sumbar Daya Alr | Komuriksal,
Adr dan Listrik dan Limtrik Sumber Days Alr
dan Lisirik yang
Disediakan =
2.13.01.2.08.0004 Tersadiarya Jasa | Jumish Lapoen Laporan 12 12 12 | i 12 | 200,000 12 1.000 12 | 202.000 12 :m%
Jaea Palayanan Umum | Panyadiaan Jasa i ooo 000 -Bao
Pelayanan Umum Kantor Kanioe Palayanan Umum
Kantor
Persantase Parsen | 100 | 100 100 | 146.825 100 | 147.500 100 | 151.000 100 | 153.500 100 | 155.000
Pungadsan/Pem 000 600 000 -000 000
aliharnan
Milik Daerah
211.01.2.09 Tercapainya Persentase Persen | 100 | 100 100 | 146.625 100 | 147.500 100 | 151.000 100 | 153.500 100 HE:
Pameliharaan Barang pameliharaan Kelerenpaian oo J00o 000 000
Milik Daerah Penunjang barang milik Pemealiharaan
Urusan Pemarintahan daarah Barang Milik
Daarah penunjang Daerah
urusan Penunjang
pemerintah Urusan
daarah Pemaerintah
Dasrah

=
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2.13.01.2.08 0001 Tersadianys Josa | Jumish 860, .00g, 000, .
Panyediaan Jasa Pamedinaraan, Kandaraan o0 ooo ooo oo 00g
Pemsliharaan, Buya Biaya Parorangan Dinas
Pameliharaan, dan Pa@ak Femalihaman dan | atau Kendaraan
Kondarain Perorangan Pajuk Hordsaan | Dines Jabaton
Dinas atau Kandaraan Perorangan Cinas | yang Dipeliham
Dinas Jabatan atai Kandanan dan dibmyarkan

Dinas Jabatan Pajaknya

perLindangan — o
2.13.01.2.09.0009 Terlsksananya Jumiah Gedung Linit 2 60.175. 2| 60.500. 2 | 81000 61,500, 62.000.
Pemaliharasn/Rehabilitesl | Pomebbsroanfe | Kantor atau oo 000 000 000 0]
Gadung Kantor dan habilitns| Gedung
Bangunan Lainnya Flaryiod dan Lainnyn yang

Bangunan dipeliharaidirshabl

Lainnyn litimsi
2.12.01.2.00.0010 Teraksanamys Jumilah Sarana Uit G 14,400, -7 15,000, 62 | 15000, 15.000, 15.000.
Pamefiharsan/Rehabiltasi | Pameliharsan™e | dan Prasamana o0o ooa 000 000 000
Sarana den Prasarana habiltasl Sarmnn Gedung Fanior
Gedung Kantor atau dan Prasarans atau Bangunan
Bangunan Lalnirya Goournyg Kanlor Lsinnya yang

ataw Bangunagn

Loy Dollbtees

55147 5772 58068 50511 60179
JUNMLAH 98.000 05.000 97.000 97.000 76.000
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4.3 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

Tabel IV.2
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUBKEGIATAN KET
(1) . _(2) ; ) ] _(4) — (5)
1 2.08.02 PROGRAM Terwujudnya 2.08.02.2.01 Pelembagaan

PENGARUSUTAMAAN GENDER | pengarusutamaan gender | Pengarusutamaan Gender (PUG) pada

DAN PEMBERDAYAAN dan pemberdayaan Lembaga Pemerintah Kewenangan

PEREMPUAN perempuan komprehensif | Kabupaten/Kota

dan berkelanjutan

2.08.02.2.01.0007 Koordinasi dan
Sinkronisasi Pelaksanaan PUG
Kewenangan Kabupaten/Kota

2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan
Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan
Ekonomi pada Organisasi
Kemasyarakatan Kewenangan
Kabupaten/Kota

2.08.02.2.02.0008 Sosialisasi Peningkatan
Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,
Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan
Kabupaten/Kota

2.08.02.2.02.0009 Peningkatan kapasitas
SDM pemberdayaan perempuan di bidang
politik, atau hukum, atau sosial, dan atau
ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota

Renewmas Siradegis Dinesy Pesberdayvenn Wasyuralay, FPerempaan dan Ueelindengun Anok Koda Pedalonpan Fiakas 2005 2009
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KEGIATAN/SUBKEGIATAN

PROGRAM PRIORITAS OUTCOME

=3
B|
c

(4) =

2.08.02.2.03 Penguatan dan

Pengembangan Lembaga Penyedia
Layanan Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota

2.08.02.2.03.0007 pendampingan
penguatan dan pengembangan lembaga
penyedia layanan pemberdayaan
perempuan kewenangan Kabupaten/Kota

2 2.08.03 PROGRAM Terwujudnya perlindungan
PERLINDUNGAN PEREMPUAN perempuan yang terpadu

dan komprehensif

2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan
Terhadap Perempuan Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota

2.08.03.2.01,0004 Kerjasama para pihak
dalam pencegahan KIP Kewenangan
Kabupaten/Kota Sekolah

2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan
Rujukan Lanjutan bagl Perempuan
Korban Kekerasan yang Memerlukan
Koordinasi Kewenangan
Kabupaten/Kota

2.08.03.2.02.0009 Layanan pendampingan
korban bagi Perempuan Korban Kekerasan
Tingkat Kabupaten/Kota

2.08.03.2.03 Penguatan dan
Pengembangan Lembaga Penyedia
Layanan Perlindungan Perempuan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Eenrama Sradegie Phinan Prshordaivnae Viatparabar, Peeoirigmin sim Periimdumgus Anpd Kna Pedaloagen Takyy 2002000
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PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUBKEGIATAN

=F

{2 (3) ___(4)

2.08.03.2.03.0005 Advokasi dan soslalisasi

penguatan dan pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan Perlindungan

Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

3 2.08.04 PROGRAM Tercapainya layanan 2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi
PENINGKATAN KUALITAS permasahanan keluarga Keluarga dalam Mewujudkan KG dan
KELUARGA secara terpadu dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam

komprehensif Daerah Kabupaten/Kota
2.08.04.2.03.0004
layanan konsultasi dan konseling keluarga
dalam Mewujudkan KG dan PA
LingkupKabupaten/Kota

2.08.04.2.03.0006 Layanan bimbingan
masyarakat keluarga dalam Mewujudkan
KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota

4 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN | Terwujudnya skor kota 2.08.06.2.02 Penguatan dan

HAK ANAK (PHA) layak anak Pengembangan Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

2.08,06.2.02.0006 penguatan kerjasama
antar lembaga penyedia layanan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota

2.08.06.2.02.0007

Advokasi dan sosialisasi penguatan dan
pengembangan lembaga penyedia layanan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota

Kot pra il .'uffJJr'lu! Ihmar Prebengans Moy aralaid j'.-q-l-umu,.ul- alam Peeditbangpas dnped K oda f".--J.a.'...u,p-...u Tohwrn N2 52029



PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUBKEGIATAN KET
(1) (2) (3) (4) (5)
2.08.06.2.02.0009 pendampingan
penguatan dan pengembangan lembaga
penyedia layanan Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
5 2.08.07 PROGRAM Terwujudnya perlindungan

PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

khusus Anak yang terpadu

dan komprehensif

2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan
Terhadap Anak yang Melibatkan para
Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

2.08.07.2.01.0010 Peningkatan kapasitas
kepada SDM yang terkait langsung
pencegahan KIA Kewenangan
Kabupaten/Kota

2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi
Anak yang Memerfukan Perlindungan
Khusus yang Memerlukan Koordinasi
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.08.07.2.02.0013 Layanan pendampingan
korban bagi Anak Korban Kekerasan
Tingkat Kabupaten/Kola

2.08.07.2.03 Penguatan dan
Pengembangan Lembaga Penyedia
Layanan bagi Anak yang Memeriukan
Perlindungan Khusus Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

2.08.07.2.03.0013 Peningkatan Kapasitas
lembaga penyedia layanan bagi Anak yang
Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Bospeamas Sirutegon Dinan Pembperdar e Vieoganekal  Peey trymirt disn [ewfingwaguie dnal Kot Pelalonges Tohes 20710020




PEMBERDAYAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA
ADAT DAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT

penataan kelembagaan
lembaga kelamsyarakatan
kelurahan yang efektif dan
efisien

2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan yang Bergerak di
Bidang Pemberdayaan Desa dan
Lembaga Adat Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan
Masyarakat Hukum Adat yang
Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang
Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUBKEGIATAN KET
(1) (2) (3) (4) (5)
6 2.13.03 PROGRAM Terwujudnya fasilitasi TNl | 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar
PENINGKATAN KERJA SAMA dan kelurahan yang Desa
DESA efektif dan berkelanjutan
2.13.03.2.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama
Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam
Kabupaten/Kota
7 2.13.04 PROGRAM Persentase Kelurahan 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | Dengan Kriteria *Cepat Penyelenggaraan Administrasi
DESA Berkembang® Pemerintahan Desa
Terwujudnya kelurahan
dengan kriteria cepet
berkembang secara
——— . optimal
| 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi
Perkembangan Desa serta Lomba Desa
dan Kelurahan
8 2.13.05 PROGRAM Terwujudnya fasilitasi

Armcmna Serategd

Fhimar Prsherdayaon YWaonyaradar Perempuan dan Peclindengns Anas Kars Pekal
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| @ [E)]

KEGIATAN/SUBKEGIATAN

2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan,
Pemberdayaan dan Pendayagunaan
Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,
LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat
Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum
Adat

ek

2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,
LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat
Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum
Adat

2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah
Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat
Guna

2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti
Gotong Royong Masyarakat

2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak
PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan
Peamberdayaan Masyarakat dan
Kesejahteraan Keluarga

Rewisamat Serviegn Dimann Pembwrdarymam Marparakes, Proompen dam Peelincdugrn daok Kot Pebafragioe Tobes Jasare




NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUBKEGIATAN KET
M (@ - _3) - BRERRAL | )
9 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG | 9.1, Terwujudnya 2.13.01.2.01 Perencanaan,

URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

perencanaan,
penganggaran,

keuangan dan evaluasi
kinerja perangkat daerah
yang akuntabel dan sesuai
ketentuan peraturan
perundangan

Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah

2.13.01.2.01.0002 Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

2.13.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

2.13.01.2.02.0003 Pelaksanaan
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

2,13.01.2.02.0005 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

Remcanyt Srrabrges Ly Prmbordivass Wganphs Peeospesn doa Perlingungun dAnak Kot Pelolaagen T 008200




NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUBKEGIATAN KET
9.2.Terwujudnya layanan 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawalan
administrasi kepegawalan, | Perangkat Daerah
administrasi umum dan
jasa penunjang urusan
pemerintahan yang
akuntabel dan sesuai
ketentuan
peraturan perundangan

2.13.01.2,05.0002 Pengadaan Pakaian
Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2,13.01.2,06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah
2.13.01.2.06.0001
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.13.01.2.06.0002
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
2.13.01.2.06.0003
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2.13.01.2.06.0004
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.13.01.2.06.0005
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
2.13.01.2.06.0006
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
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PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN/SUBKEGIATAN

| @)
2.13.01.2.06.0009

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

2.13.01.2.08.0001
Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2.13.01.2.08.0002
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

2.13.01.2.08.0004
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

9.3. Terwujudnya
pengelolaan barang milik
daerah yang akurat dan
sesual ketentuan
peraturan

perundangan

2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

2.13.01.2.09.0009
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya
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NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUBKEGIATAN KET
(&b} (2). 7T 4) (5).
2.13.01.2.08.0010

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

44 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 MELALUI
INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN

Tabel IV-3
Indikator Utama Pembangunan
BASELINE TARGET TAHUN

NO

INDIKATOR SATUAN |24 2035 . 2058 KET
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

. 0.185- | 0.183- | 0.182- | 0.181-| 0.180- | 0.179- | 0.179-
T | inceEkaianngan Sudoe Lo 938 0176 | 0167| 0.158| 0149| 0.440| 0.131| 0.131
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4.5 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-
2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH

Tabel IV-4
Indikator Kinerja Utama PD
BASELINE TARGET TAHUN
TUAN KET
- ENEIaNE S 2024 2025 2026 | 2027 2028 lﬂH 2030 :
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7). (8) (9) (10) (11)
1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks 95.56 9566 | 95.76| 9586 | 9586 | 9606 96.16
2 Persentase pendampingn Persen 100 100 100 100 100 100 100
pemenuhan hak anak (kelembagaan,
hak sipil dan kebebasan, lingkungan
keluarga dan pengasuhan alternatif,
kesehatan dasar dan kesejahteraan,
pendidikan, pemanfaatan waktu
luang dan keglatan budaya serta
perlindungan khusus)
3 Persentase LKK yang aktif dalam Persen 100 100 100 100 100 100 100
pembangunan
<4 Nilai SAKIP OPD Nilai 82.75 B345| B8357| B8359| B83.61| B83B63| B3E6S
_1
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46 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR
KINERJA KUNCI (IKK)

Tabel IV-§
Indikator Kinerja Kunci

BASELINE TARGET TAHUN
"o ol SATUMS | a0 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2028 | 2030 | &'
(1) (2) (3) (4 (5) (8) (7) (8) (9) (10)
1 Persentase ARG pada Persan 1.88 3.92 395 3.96 3.08 3.99 4.02
belanja langsung APBD
2 Persentase anak karban Persen 100 100 100 100 100 100 100
kekerasan yang
ditangani instansi terkait
kabupaten/kota
3 Rasio kekerasan Rasio per 1B.46 18.46 18.46 18.46 18.46 18.46 18.46
terhadap perempuan, 100.000
termasuk TPPO (per
100.000 penduduk
perempuan)
as
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BAB V
PENUTUP

514 PEDOMAN TRANSISI
Rencana Strategls (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan

dan Perindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 disusun guna
menyesuaikan terhadap RPJM Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 dan
pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang memiliki kedudukan yang
sangat strategis karena menjadi arah serta acuan penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan yang akan dilaksanakan dan juga merupakan panduan dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang perencanaan
pembangunan yang akan dilaksanakan dan menentukan kinerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan di
masa-masa mendatang selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

52 KAIDAH PELAKSANAAN
Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

Tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perindungan Anak Kota Pekalongan agar mendukung
pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang
tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya;

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Pekalongan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.

3. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Pekalongan akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Pekalongan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun
waktu 5 (lima) tahun mendatang. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan
kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas
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Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Pekalongan waijib berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan, dengan tetap mengacu
pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan;

4. Dalam rangka meningkatkan efeklivitas dan efisiensi penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target
Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra
secara berkala.

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakal, Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Pekalongan akan dicapai apabila ada komitmen dari
seluruh unsur di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Pekalongan dan adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian
yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Berhasil atau tidaknya suatu
perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi
lebih banyak dipengaruhi implementasinya.

Demikian semoga Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 dapat
dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah

Daerah.

Pekalongan, 19 September 2025
Kepa!a quaa-gyneherdayaan Masyarakat,
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